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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf

c dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja, setiap Rencana Tata Ruang
Wilayah harus ditindaklanjuti dengan penyusunan
Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
sebagai perangkat operasional Rencana Tata Ruang
Wilayah;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (6)

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun
2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Subang Tahun 2011-2031, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail
Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah
Perencanaan Pusat Kegiatan Lokal Pusakanagara;

. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang
Recana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah
Perencanaan Kota Baru Patimban Tahun 2020-2040.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah  Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tetang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6633);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 38);



8. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun
2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Subang Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Subang Tahun 2013 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang

Nomor 50).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG RENCANA

DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN
KOTA BARU PATIMBAN TAHUN 2020-2040.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Subang.

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Subang.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Subang.

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang
udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,
tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan hidupnya.

Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur
ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana
tata ruang.

Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan
pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan
pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib
tata ruang.
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Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW
kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah
kabupaten, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,
Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan
Strategis Nasional, RTRW Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Kawasan
Strategis Provinsi.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah
rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang
dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan
sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan
fungsional.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang
meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang
untuk fungsi budi daya.

Pusat pelayanan kota yang selanjutnya disingkat (PPK) adalah pusat
pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh
wilayah kota dan/atau regional.

Sub pusat pelayanan kota yang selanjutnya disingkat (SPPK) adalah pusat
pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub
wilayah kota.

Pusat lingkungan yang selanjutnya disingkat PL adalah pusat pelayanan
ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan pemukiman kota.

Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya
alam dan sumber daya buatan.

Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam,
sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap
unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif dan/atau aspek fungsional.

Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah
bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota
yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang
ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.

Sub Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut Sub BWP
adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas
beberapa blok.

Pusat pelayanan kota merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial,
dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah BWP dan/atau
regional.

Sub Pusat pelayanan kota merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial,
dan/atau administrasi yang melayani sub BWP.
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Pusat lingkungan kecamatan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial
dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan.

Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh
batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran
irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum
nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain
yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang
sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang.

Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik
spesifik.

Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan
karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan
karakteristik pada zona yang bersangkutan.

Zona Hutan Lindung yang selanjutnya disebut HL adalah peruntukan
ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai
fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk
mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi
air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Zona Sempadan Pantai yang selanjutnya disebut SP adalah peruntukan
ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai
fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan pantai.

Zona Sempadan Sungai yang selanjutnya disebut SS peruntukan ruang
yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi
pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber
daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.

Zona Ekosistem Mangrove yang selanjutnya disebut EM adalah wilayah
pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove), yang
berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan
lautan.

Zona Ruang Terbuka Hijau Kota yang selanjutnya disebut RTH Kota adalah
area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman
secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Subzona Taman Kota dengan kode RTH-2 adalah Lahan terbuka yang yang
berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau
kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau
bagian wilayah kota.

Subzona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang
ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.

Subzona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang
ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.

Subzona Taman RW dengan kode RTH-5 adalah taman yang ditujukan
untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan
olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW
tersebut
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Subzona Taman RT dengan kode RTH-6 adalah taman yang ditujukan
untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk
melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut.

Subzona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang
terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah.
Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat
pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat
hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat
dan sebagai sumber pendapatan.

Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas
kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.

Subzona Rumah Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan
ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan
untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara
jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

Subzona Rumah Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan
ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan
untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir
seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

Subzona Rumah Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan
ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan
untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara
jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang
merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk
pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempatbekerja,
tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas
umum/sosial pendukungnya.

Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang
difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan
dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan
rekreasi dengan skala pelayanan kota.

Subzona Perdagangan dan Jasa Skala BWP dengan kode K-2 adalah
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang
difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan
dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan
rekreasi dengan skala pelayanan BWP.

Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Sub-BWP dengan kode K-3 adalah
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang
difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan
perdagangandan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat
hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan sub BWP.

Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang
merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk
pengembangan  kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat
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bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas
umum/sosial pendukungnya.

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah zona tempat
pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana
penunjang.

Subzona Sentra Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut
SIKM adalah zona industri dengan modal kecil dan tenaga kerja yang sedikit
dengan peralatan sederhana. biasanya merupakan industri yang dikerjakan
per orang atau rumah tangga, seperti industri roti, kompor minyak,
makanan ringan, minyak goreng curah dan lain-lain.

Zona Sarana Pelayanan Umum yang selanjutnya disebut SPU adalah
peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan
yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga
dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan
dalam RTRWK.

Subzona SPU pendidikan skala kota dengan kode SPU-1.1 adalah
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang
dikembangkan untuk melayani aktivitas pendidikan penduduk skala kota.

Subzona SPU transportasi skala kota dengan kode SPU-1.2 adalah
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang
dikembangkan untuk melayani aktivitas transportasi penduduk skala kota.

Subzona SPU kesehatan skala kota dengan kode SPU-1.3 adalah
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang
dikembangkan untuk melayani aktivitas kesehatan penduduk skala kota.

Subzona SPU olahraga skala kota dengan kode SPU-1.4 adalah peruntukan
ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan
untuk melayani aktivitas olahraga penduduk skala kota.

Subzona SPU peribadatan skala kota dengan kode SPU-1.5 adalah
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang
dikembangkan untuk melayani aktivitas peribadatan penduduk skala kota.

Subzona SPU sosial budaya skala kota dengan kode SPU-1.6 adalah
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang
dikembangkan untuk melayani aktivitas sosial budaya penduduk skala
kota.

Subzona SPU pendidikan skala kecamatan dengan kode SPU-2.1 adalah
adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya
yang dikembangkan untuk melayani aktivitas pendidikan penduduk skala
kecamatan.

Subzona SPU kesehatan skala kecamatan dengan kode SPU-2.3 adalah
adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya
yang dikembangkan untuk melayani aktivitas kesehatan penduduk skala
kecamatan.

Subzona SPU peribadatan skala kecamatan dengan kode SPU-2.5 adalah
adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya
yang dikembangkan untuk melayani aktivitas peribadatan penduduk skala
kecamatan.
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Subzona SPU pendidikan skala kelurahan dengan kode SPU-3.1 adalah
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang
dikembangkan untuk melayani aktivitas pendidikan penduduk skala
kelurahan.

Subzona SPU kesehatan skala kelurahan dengan kode SPU-3.3 adalah
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang
dikembangkan untuk melayani aktivitas kesehatan penduduk skala
kelurahan.

Subzona SPU olahraga skala kelurahan dengan kode SPU-3.4 adalah
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang
dikembangkan untuk melayani aktivitas olahraga penduduk skala
kelurahan.

Subzona SPU pendidikan skala RW dengan kode SPU-4.1 adalah
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi dayayang
dikembangkan untuk melayani aktivitas pendidikan penduduk skala RW.

Subzona SPU peribadatan skala RW dengan kode SPU-4.5 adalah
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi dayayang
dikembangkan untuk melayani aktivitas peribadatan penduduk skala RW.

Zona Pertanian dengan kode P adalah peruntukan ruang yang
dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan
pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan,
pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan
komersial.

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL adalah peruntukan ruang yang
dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu
berupa pertanian, pertambangan, pariwisata, dan peruntukan-peruntukan
lainnya.

Subzona Pergudangan dengan kode PL-6 adalah peruntukan ruang
untukmelakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan
barang.

Zona Pertambangan dengan kode T adalah peruntukan ruang yang
dikembangkan untuk menampung kegiatan pertambangan bagi daerah
yang sedang maupun yang akan segera melakukan kegiatan pertambangan
golongan bahan galian A, B, dan C.

Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PZ
kabupaten/kota adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan
pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk
setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana
detail tata ruang.

Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan
gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang
dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.

Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar
bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan
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luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana
tata ruang dan RTBL.

Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan
luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana
tata ruang dan RTBL.

Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah
sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan;
dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar
muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas
minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang
dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain
atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas,
dsb (building line).

Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk
masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan
nonpemerintah lain dalam penyelenggaran penataan ruang.

Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan
tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut TKPRD
adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang di Kabupaten Subang dan mempunyai fungsi membantu tugas
Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II
BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN
Pasal 2

Delineasi BWP Kota Baru Patimban ditetapkan berdasarkan aspek
administratif Kecamatan Pusakanagara dengan luas 5.967,19 (lima ribu
sembilan ratus enam puluh tujuh koma satu sembilan) hektar, beserta
ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.

Batas-batas BWP Kota Baru Patimban meliputi :
a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa;
b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pusakajaya;

c. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pusakajaya dan
Kabupaten Indramayu; dan

d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pamanukan dan
Kecamatan Legonkulon.

BWP Kota Baru Patimban terdiri atas :

a. Desa Patimban dengan luas 2.383,37 (dua ribu tiga ratus delapan puluh
tiga koma tiga tujuh) hektar;



g.

Desa Rancadaka dengan luas 1.069,62 (seribu enam puluh sembilan
koma enam dua) hektar;

Desa Gempol dengan luas 406,99 (empat ratus enam koma sembilan
sembilan) hektar;

Desa Kalentambo dengan luas 739,29 (tujuh ratus tiga puluh sembilan
koma dua sembilan) hektar;

Desa Kotasari dengan luas 471,02 (empat ratus tujuh puluh satu koma
nol dua) hektar;

Desa Mundusari dengan luas 467,83 (empat ratus enam puluh tujuh
koma delapan tiga) hektar; dan

Desa Pusakaratu dengan luas 429,07 (empat ratus dua puluh sembilan
koma nol tujuh) hektar.

(4) BWP Kota Baru Patimban dibagi menjadi 3 (tiga) Sub BWP yang terdiri atas:

a.

b.

Sub BWP A, terdiri atas Desa Patimban dengan luas 2.383,37 (dua ribu
tiga ratus delapan puluh tiga koma tiga tujuh) hektar;

Sub BWP B, terdiri atas Desa Kotasari, Desa Mundusari, Desa
Rancadaka, sebagian Desa Gempol, dan sebagian Desa Kalentambo
dengan luas 2.321,94 (dua ribu tiga ratus dua puluh satu koma
sembilan empat) hektar; dan

Sub BWP C, terdiri atas Desa Pusakaratu, sebagian Desa Gempol, dan
sebagian Desa Kalentambo dengan luas 1.261,88 (seribu dua ratus
enam puluh satu koma delapan delapan) hektar.

(5) BWP Kota Baru Patimban digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian 1:5.000 (satu berbanding lima ribu), sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup RDTR BWP Kota Baru Patimban memuat :

a. tujuan penataan BWP;

o 0 o

50 e o

. rencana strukur ruang;

rencana pola ruang;

. penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
ketentuan pemanfataan ruang;

peraturan zonasi;

. kelembagaan; dan

. hak, kewajiban dan peran masyarakat.
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BAB IV
TUJUAN PENATAAN BWP
Pasal 4

Penataan BWP Kota Baru Patimban bertujuan untuk mewujudkan kawasan
perkotaan yang menunjang kegiatan pelabuhan dan industri yang ramah
lingkungan.

BAB V
RENCANA STRUKTUR RUANG
Bagian Kesatu

Umum
Pasal 5

(1) Rencana struktur ruang BWP Kota Baru Patimban meliputi:
a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
b. rencana jaringan transportasi; dan
c. rencana sistem jaringan prasarana.

(2) Rencana struktur ruang sebagaimana pada ayat (1) digambarkan dalam peta
dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu berbanding lima ribu), sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
Pasal 6

(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan (PPK);
b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan (SPPK); dan
c. pusat lingkungan (PL).

(2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pusat pelayanan
kota/kawasan perkotaan Desa Patimban yang terdapat di Sub BWP A.

(3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a. SPPK Desa Patimban yang terdapat di Sub BWP A;
b. SPPK Desa Mundusari yang terdapat di Sub BWP B; dan
c. SPPK Desa Pusakaratu yang terdapat di Sub BWP C.

(4) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi :

11



a. PL Desa Rancadaka dan PL Desa Kotasari yang terdapat di blok B.6 pada
Sub BWP B; dan

b. PL Desa Kalentambo dan PL Desa Gempol yang terdapat di Blok C.3 pada
Sub BWP C.

(5) Rencana pengembangan pusat pelayanan digambarkan dalam peta dengan
tingkat ketelitian 1:5.000 (satu berbanding lima ribu), sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 7

(1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) huruf b, terdiri atas :

a. sistem jaringan transportasi darat; dan
b. sistem jaringan transportasi laut.

(2) Rencana jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian 1:5.000 (satu berbanding lima ribu), sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi Darat
Pasal 8

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) huruf a, terdiri atas :

a. sistem jaringan jalan; dan

b. sistem jaringan kereta api.

Pasal 9

(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri
atas :

a. jaringan jalan nasional;
b. jaringan jalan kabupaten;
c. jalur pejalan kaki;

d. jalur sepeda;

terminal penumpang; dan

®
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f. jembatan.

(2) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

(3)

()

atas pembangunan jalan baru meliputi :

a. jalan arteri primer yaitu ruas jalan akses Pelabuhan Patimban di Sub
BWP A, Sub BWP B, dan Sub BWP C; dan

b. jalan bebas hambatan yaitu ruas jalan Subang-Patimban yang terdapat
di Sub BWP B.

Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
terdiri atas :

a. pembangunan jalan baru meliputi :

1. jalan arteri sekunder yaitu ruas Gempol-Rancadaka yang terhubung
dengan Pusat Pelayanan Kota (PPK) di Sub BWP A; dan

2. jalan arteri sekunder yaitu ruas penghubung antara kawasan
pelabuhan dengan Pusat Pelayanan Kota (PPK) di Sub BWP A;

3. jalan kolektor sekunder yaitu ruas yang menghubungkan antar
subzona di Sub BWP A;

4. jalan lokal sekunder yaitu ruas yang menghubungkan antar
perumahan di Sub BWP A; dan

5. jalan lingkungan sekunder di Sub BWP B.
b. peningkatan status jalan lokal menjadi jalan arteri sekunder meliputi :
1. ruas jalan Gempol-Rancadaka di Sub BWP A dan Sub BWP B;
2. ruas jalan Marcapada di Sub BWP B dan Sub BWP C; dan
3. ruas jalan Ciawitali di Sub BWP C.

c. peningkatan status jalan lokal menjadi jalan kolektor sekunder yaitu ruas
jalan Marcapada di Sub BWP A dan Sub BWP C;

d. peningkatan status jalan lingkungan menjadi jalan kolekor sekunder di
Sub BWP A;

e. peningkatan status jalan lingkungan menjadi jalan lokal sekunder di Sub
BWP A.

Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas
penyediaan jalur pejalan kaki yang diarahkan di sepanjang sisi ruas jalan
meliputi :

a. jalan arteri primer di pusat-pusat perdagangan dan jasa;

b. jalan arteri sekunder di pusat-pusat permukiman, perdagangan dan jasa,
dan perkantoran;

c. jalan kolektor sekunder di pusat-pusat permukiman, perdagangan dan
jasa, dan perkantoran; dan

d. jalan lokal di Sub BWP A.

Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas
penyediaan jalur sepeda pada ruas jalan meliputi :

a.jalan arteri primer di pusat-pusat permukiman, perdagangan dan jasa,
dan perkantoran;
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(6)

(7)

(8)

9

(1)

(2)

(3)

b. jalan arteri sekunder di pusat-pusat permukiman, perdagangan dan jasa,
dan perkantoran; dan

c. jalan kolektor sekunder di pusat-pusat permukiman, perdagangan dan
jasa, dan perkantoran.

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri
atas pembangunan Terminal Penumpang tipe C di blok A.7 pada Sub BWP
A.

Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas
pembangunan jembatan di Sub BWP A.

Jalan tol dapat dikembangkan untuk mempercepat perwujudan jaringan
jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai
bagian dari jaringan jalan nasional.

Pemerintah dapat menetapkan jalan bebas hambatan selain yang tercantum
dalam Lampiran Il berdasarkan kriteria yang diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b,
terdiri atas :

a. jaringan jalur kereta api; dan
b. stasiun kereta api.

Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi jaringan jalur kereta api khusus yang meliputi Kereta Api Pagaden-
Patimban di Sub BWP A dan Sub BWP C.

Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
Stasiun Patimban di blok C.2 pada Sub BWP C.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Transportasi Laut
Pasal 11

(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1) huruf b terdiri atas pelabuhan laut.

(2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelabuhan

utama yaitu Pelabuhan Patimban yang terdapat di sub BWP A.

(3) Rencana pembangunan dan pengembangan pelabuhan utama sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang
kepelabuhanan yang disusun oleh instansi bersangkutan.
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(1)

Bagian Keempat
Rencana Sistem Jaringan Prasarana
Pasal 12

Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf c, terdiri atas :

a. sistem jaringan energi/kelistrikan,;
b. sistem jaringan telekomunikasi;
c. sistem jaringan sumber daya air; dan

d. sistem jaringan prasarana lainnya.

(2) Rencana sistem jaringan prasarana digambarkan dalam peta dengan tingkat

(1)

ketelitian 1:5.000 (satu berbanding lima ribu), sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) huruf a meliputi jaringan infrasturktur ketenagalistrikan.

(2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana
pendukungnya, terdiri atas :

a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik
antarsistem;

b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan

c. gardu listrik.

(3) Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik

(4)

antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas :

a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Indramayu-inc Bintang di Sub
BWP B dan Sub BWP C;

b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Patimban Incomer di Sub BWP A
dan Sub BWP C; dan

c. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melayani Kawasan
Peruntukan Industri di Sub BWP A, Sub BWP B, Sub BWP C.

Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b, terdiri atas :

a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) yang meliputi pembangunan
saluran untuk melayani Kota Baru Patimban; dan

b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) yang meliputi saluran untuk
melayani permukiman di jalan lokal dan lingkungan.

(5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas :

a. gardu induk; dan
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(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(4)

(9)

b. gardu distribusi.

Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berada di :
a. Pelabuhan Patimban pada di blok A.12 pada Sub BWP A; dan

b. Kawasan Peruntukan Industri di blok A.6 pada Sub BWP A.

Gardu distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi
gardu distribusi tersebar diseluruh Sub BWP sebagai penurun tegangan dari
Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) menuju Saluran Udara
Tegangan Rendah (SUTR).

Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang energi yang
disusun oleh instansi bersangkutan.

Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000
(satu berbanding lima ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11.3.1
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(1) huruf b menggunakan jaringan bergerak.

Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. jaringan bergerak terestrial; dan
b. jaringan bergerak seluler.

Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
terdiri atas :

a. pembangunan jaringan serat optik di sepanjang jaringan jalan arteri
sekunder, arteri primer, dan kolektor sekunder di Sub BWP A, Sub BWP
B dan Sub BWP C; dan

b. pembangunan jaringan serat optik di sepanjang jalan lokal di Sub BWP
A.

Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
terdiri atas:

a. pengembangan menara Base Trasceiver Station (BTS) di Sub BWP B dan
Sub BWP C; dan

b. pembangunan menara Base Trasceiver Station (BTS) di Sub BWP A, Sub
BWP B, dan Sub BWP C.

Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang
telekomunikasi yang disusun oleh instansi bersangkutan.

(6) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000
(satu berbanding lima ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I1.3.2
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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(1)

(2)

(3)

(4)

()

(1)

Pasal 15

Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(1) huruf c terdiri atas sistem jaringan sumber daya air kabupaten/kota.

Sistem jaringan sumber daya air kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri atas :

a. sumber air; dan

b. prasarana sumber daya air.

Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas :
a. air permukaan yang meliputi :

1. Sungai Cipunagara yang terdapat di blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6,
A.7, A.8, dan A.9 pada Sub BWP A;

2. Sungai Sewo yang terdapat di blok A. 15 pada Sub BWP A dan blok
C.1 pada Sub BWP C; dan

3. Embung yang terdapat di blok B.12 pada Sub BWP B

b. air tanah pada cekungan air tanah (CAT) kabupaten yang meliputi CAT
Subang dengan potensi sedang di Sub BWP B.

Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
terdiri atas sistem jaringan irigasi yang meliputi :

a. jaringan irigasi sekunder terdapat pada :
1. Sub BWP B di blok B.6, B.9, B.10, dan B.13; dan
2. Sub BWP C di blok C.3 dan C.4;

b. jaringan irigasi tersier terdapat pada :
1. Sub BWP A di blok A.8, A.10, dan A.13;

2. Sub BWP B di blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.§8, B.10, B.11,
B.12, dan B.13; dan

3. Sub BWP C blok C.1, C.2, C.3, C.4, dan C.10
c. pintu air terdapat pada :
1. Sub BWP B di blok B.1, B.5, B.6, B.9, dan B.10; dan
2. Sub BWP C di blok C.3, C.4, C.5, dan C.10.

Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu
berbanding lima ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I1.3.3 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) huruf d, terdiri atas :

a. sistem penyediaan air minum (SPAM);

b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
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(2)

c. sistem jaringan persampahan wilayah;
d. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
e. sistem jaringan drainase.

Sistem penyediaan air minum (SPAM), sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, terdiri atas jaringan perpipaan meliputi :

a. pipa transmisi air baku terdapat di Sub BWP A, Sub BWP B dan Sub BWP
G

b. pipa unit distribusi terdapat di Sub BWP A, Sub BWP B dan Sub BWP C;
dan

c. intake terdapat di blok A.12 pada Sub BWP A.

(3) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(4)

()

(6)

huruf b terdiri atas sistem pengelolaan air limbah rumah tangga meliputi :
a. pipa induk terdapat di Sub BWP A, Sub BWP B dan Sub BWP C;
b. pipa tinja terdapat di Sub BWP A, Sub BWP B dan Sub BWP C;

c. instalasi pengolahan air limbah (IPAL) skala kawasan
tertentu/permukiman terdapat di blok A.5, A.6, A.11 dan A.12 Sub BWP
A; dan

d. instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) terdapat di blok A.2 dan A.13 Sub
BWP A.

Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri atas Tempat Pembuangan Sampah Sementara di Sub BWP A,
Sub BWP B dan Sub BWP C.

Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, terdiri atas :

a. jalur evakuasi yang meliputi jalur evakuasi bencana di Sub BWP A, Sub
BWP B dan Sub BWP C; dan

b. tempat evakuasi yang meliputi :

1. tempat evakuasi sementara terdapat di Sub BWP A, Sub BWP B, dan
Sub BWP C; dan

2. tempat evakuasi akhir terdapat di blok C.10 pada Sub BWP C.

Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
terdiri atas :

a. saluran primer meliputi :
1. Sungai Cipunagara; dan
2. Sungai Sewo.
b. saluran sekunder meliputi :
1. sepanjang jaringan jalan arteri primer;
2. sepanjang jaringan jalan arteri sekunder; dan
3. sepanjang jaringan kolektor sekunder.

c. saluran tersier meliputi :
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1. sepanjang jaringan lokal; dan
2. sepanjang jaringan lingkungan.

d. bangunan peresapan air terdapat di blok A.2, A.5 dan A.6 pada Sub BWP
A.

(7) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu
berbanding lima ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I1.3.4 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu

Umum
Pasal 17

(1) Rencana Pola Ruang BWP Kota Baru Patimban, terdiri atas :
a. zona lindung; dan

b. zona budi daya.

(2) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
1:5.000 (satu berbanding lima ribu), sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung
Paragraf 1
Umum
Pasal 18

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, terdiri
atas :

a. zona hutan lindung (HL);

b. zona sempadan pantai (SP);

c. zona sempadan sungai (SS);

d. zona ruang terbuka hijau (RTH);

zona ekosistem mangrove (EM); dan

®

zona penyangga (PE).
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Paragraf 2
Zona Hutan Lindung
Pasal 19

Zona hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri atas
hutan lindung terdapat pada Sub BWP A di blok A.2, A.3 dan A.8 seluas 240,09
(dua ratus empat puluh koma nol sembilan) hektar.

Paragraf 3
Zona Sempadan Pantai
Pasal 20

Zona Sempadan Pantai (SP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b
terdapat pada Sub BWP A di blok A.1, A.2, A.4, A.5 dan A.11 seluas 226,69 (dua
ratus dua puluh enam koma enam sembilan) hektar.

Paragraf 4
Zona Sempadan Sungai
Pasal 21

Zona Sempadan Sungai (SS), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c
seluas 84,44 (delapan puluh empat koma empat empat) hektar, terdapat pada :

a. SubBWPAdiblokA.1,A.2,A.3,A4,A5 A6,A.7,A.8,A9,A.10,A.11,A.12
dan A.13 seluas 61,76 (enam puluh satu koma tujuh enam) hektar;

b. Sub BWP B di blok B.4 dan B.11 seluas 13,99 (tiga belas koma sembilan
sembilan) hektar; dan

c. SubBWPCdiblok C.1, C.3, C.5,C.6, C.7 dan C.9 seluas 8,68 (delapan koma
enam delapan) hektar.

Paragraf 5
Zona Ruang Terbuka Hijau Kota
Pasal 22

(1) Zona ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d
seluas 84 (delapan puluh empat) hektar, terdiri atas :

a. subzona taman kota (RTH-2);

b. subzona taman kecamatan (RTH-3);
c. subzona taman kelurahan (RTH-4);
d. subzona taman RW (RTH-5);

e. subzona taman RT (RTH-6); dan

f

subzona pemakaman (RTH-7).
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(2) Subzona taman kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
seluas 10,06 (sepuluh koma nol enam) hektar terdapat pada Sub BWP A di
blok A.6 dan A.9.

(3) Subzona taman kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b seluas 60,98 (enam puluh koma sembilan delapan) hektar terdapat
pada Sub BWP A di blok A.2, A.5, A.6, A.7, A.9 dan A.13.

(4) Subzona taman kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c seluas 1,52 (satu koma lima dua) hektar terdapat pada Sub BWP A
di blok A.3.

(5) Subzona taman RW (RTH-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
seluas 2,21 (dua koma dua satu) terdapat pada Sub BWP A di blok A.2, A.6
dan A.9.

(6) Subzona taman RT (RTH-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
seluas 0,11 (nol koma satu satu) hektar terdapat pada Sub BWP B di blok
B.6.

(7) Subzona pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
seluas 9,11 (sembilan koma satu satu) hektar, terdapat pada :

a. Sub BWP A di blok A.10 dan A.13 seluas 0,76 (nol koma tujuh enam)
hektar;

b. Sub BWP B di blok B.7 dan B.9 seluas 4,25 (empat koma dua lima) hektar;
dan

c. Sub BWP C di blok C.2, C.5, C.6, C.9 dan C.10 seluas 4,1 (empat koma
satu) hektar.

Paragraf 6
Zona Ekosistem Mangrove
Pasal 23

Zona ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e
terdapat pada Sub BWP A di blok A.1, A.4 dan A.5 seluas 161,41 (seratus enam
puluh satu koma empat satu) hektar.

Paragraf 7
Zona Penyangga
Pasal 24

Zona penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f seluas 29,22
(dua puluh sembilan koma dua dua) hektar, terdapat pada :

a. Sub BWP A di blok A.12 seluas 3,97 (tiga koma sembilan tujuh) hektar; dan

b. Sub BWP C di blok C.2, C.3, C.6, C.7 dan C.8 seluas 25,26 (dua puluh lima
koma dua enam) hektar.
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Bagian Ketiga
Zona Budidaya
Paragraf 1
Umum
Pasal 25

Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, terdiri
atas :

a.

oo o

5ot o

e

(1)

(2)

(3)

zona perumahan (R);

zona perdagangan dan jasa (K);

zona perkantoran (KT);

zona sarana pelayanan umum (SPU);
zona kawasan peruntukan industri (KPI);
zona pertanian (P);

zona transportasi (TR);

. zona pertambangan (T);

zona perikanan (IK); dan

zona peruntukan lainnya (PL).

Paragraf 2
Zona Perumahan
Pasal 26

Zona Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a seluas
799,19 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan koma satu sembilan) hektar,
terdiri atas :

a. subzona rumah kepadatan tinggi (R-2);
b. subzona rumah kepadatan sedang (R-3); dan
c. subzona rumah kepadatan rendah (R-4).

Subzona rumah kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a seluas 314,7 (tiga ratus empat belas koma tujuh) hektar, terdapat
pada :

a. Sub BWP A di blok A.2, A.3, A.7, A.8, dan A.10 seluas 311,5 (tiga ratus
sebelas koma lima) hektar; dan

b. Sub BWP B di blok B.2 dan B.3 seluas 3,2 (tiga koma dua) hektar.

Subzona rumah kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b seluas 170,09 (seratus tujuh puluh koma nol sembilan) hektar,
terdapat pada :

a. Sub BWP A di blok A.10 seluas 13,67 (tiga belas koma enam tujuh) hektar;
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b. Sub BWP B di blok B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10, B.12 dan B.13 seluas
106,46 (seratus enam koma empat enam) hektar; dan

c. Sub BWP C di blok C.7, C.8, C.9, dan C.10 seluas 49,96 (empat puluh
sembilan koma sembilan enam) hektar.

(4) Subzona rumah kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c seluas 314,41 (tiga ratus empat belas koma empat satu) hektar,
terdapat pada :

a. Sub BWP A di blok A.8 dan A.13 seluas 19,18 (sembilan belas koma satu
delapan) hektar;

b. Sub BWPBdiblokB.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7 dan B.8 seluas 137,13
(seratus tiga puluh tujuh koma satu tiga) hektar; dan

c. SubBWPCdiblokC.1, C.2,C.3,C.4,C.5, C.6,C.7 dan C.10 seluas 158,1
(seratus lima puluh delapan koma satu) hektar.

Paragraf 3
Zona Perdagangan dan Jasa
Pasal 27

(1) Zona Perdagangan dan Jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
huruf b seluas 37,83 (tiga puluh tujuh koma delapan tiga) hektar, terdiri
atas:

a. subzona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
b. subzona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2); dan
c. subzona perdagangan dan jasa skala Sub BWP (K-3).

(2) Subzona perdagangan dan jasa skala kota (K-1) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdapat pada Sub BWP A di blok A.9 seluas 25,37 (dua
puluh lima koma tiga tujuh) hektar.

(3) Subzona perdagangan dan jasa skala skala BWP (K-2) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 10,5 (sepuluh koma lima) hektar,
terdapat pada :

a. Sub BWP B di blok B.6, B.8, B.9, dan B.13 seluas 5,17 (lima koma satu
tujuh) hektar; dan

b. Sub BWP C di blok C.5, C.6, C.8, C.9 dan C.10 seluas 5,33 (lima koma
tiga tiga) hektar.

(4) Subzona perdagangan dan jasa skala skala Sub BWP (K-3) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 1,96 (satu koma sembilan enam)
hektar, terdapat pada :

a. Sub BWP A di blok A.2 dan A.13 seluas 1,23 (satu koma dua tiga) hektar;

b. Sub BWP B di blok B.10 dan B.12 seluas 0,64 (nol koma enam empat)
hektar; dan

c. Sub BWP C di blok C.4 dan C.5 seluas 0,09 (nol koma nol sembilan)
hektar.

23



Paragraf 4
Zona Perkantoran
Pasal 28

Zona Perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c seluas

11,

a.
b.

C.

(1)

(2)

(3)

16 (sebelas koma satu enam) hektar, terdapat pada :

Sub BWP A di blok A.9 dan A.13 seluas 7,09 (tujuh koma nol sembilan)
hektar;

Sub BWP B di blok B.5, B.6 dan B.9 seluas 0,46 (nol koma empat enam)
hektar; dan

Sub BWP C di blok C.3, C.8 dan C.10 seluas 3,61 (tiga koma enam satu)
hektar.

Paragraf 5
Zona Sarana Pelayanan Umum
Pasal 29

Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 huruf d seluas 46,30 (empat puluh enam koma tiga nol) hektar, terdiri
atas :

subzona SPU pendidikan skala kota (SPU-1.1);
subzona SPU transportasi skala kota (SPU-1.2);
subzona SPU kesehatan skala kota (SPU-1.3);
subzona SPU olahraga skala kota (SPU-1.4);

subzona SPU peribadatan skala kota (SPU-1.5);
subzona SPU sosial budaya skala kota (SPU-1.6);
subzona SPU pendidikan skala kecamatan (SPU-2.1);
subzona SPU kesehatan skala kecamatan (SPU-2.3);

B0 a0 TP

o

subzona SPU peribadatan skala kecamatan (SPU-2.5);
subzona SPU pendidikan skala kelurahan (SPU-3.1);
subzona SPU kesehatan skala kelurahan (SPU-3.3);

1. subzona SPU olahraga skala kelurahan (SPU-3.4);

m. subzona SPU pendidikan skala RW (SPU-4.1); dan

n. subzona SPU peribadatan skala RW (SPU-4.5).

Subzona SPU pendidikan skala kota (SPU-1.1) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, terdapat pada Sub BWP A di blok A.9 seluas 9,41 (sembilan
koma empat satu) hektar.

s

Subzona SPU transportasi skala kota (SPU-1.2) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, terdapat pada Sub BWP A di blok A.7 dan pada Sub BWP C
di blok C.2 seluas 4,01 hektar (empat koma nol satu) hektar.
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(4)

(9)

(6)

(7)

(8)

9)

(10)

(11)

(12)

Subzona SPU kesehatan skala kota (SPU-1.3) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, terdapat pada Sub BWP A di blok A.9 seluas 4,05 (empat
koma nol lima) hektar.

Subzona SPU olahraga skala kota (SPU-1.4) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d, terdapat pada Sub BWP A di blok A.9 seluas 4,18 (empat
koma satu delapan) hektar.

Subzona SPU peribadatan skala kota (SPU-1.5) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e, terdapat pada Sub BWP A di blok A.9 seluas 2,57 (dua koma
lima tujuh) hektar.

Subzona SPU sosial budaya skala kota (SPU-1.6) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f, terdapat pada Sub BWP A di blok A.7 seluas 6,65 (enam
koma enam lima) hektar.

Subzona SPU pendidikan skala kecamatan (SPU-2.1) seluas 6,37 (enam
koma tiga tujuh) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g,
terdapat pada:

a. Sub BWP A di blok A.3 seluas 0,34 (nol koma tiga empat) hektar;

b. Sub BWP B di blok B.9 dan B.13 seluas 1,27 (satu koma dua tujuh)
hektar; dan

c. Sub BWP C di blok C.2, C.3, C.4, C.6 dan C.10 seluas 4,75 (empat koma
tujuh lima) hektar.

Subzona SPU kesehatan skala kecamatan (SPU-2.3) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf h terdapat pada Sub BWP C di blok C.10 seluas 0,06 (nol
koma nol enam) hektar.

Subzona SPU peribadatan skala kecamatan (SPU-2.5) seluas 2,52 (dua koma
lima dua) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufi, terdapat pada:

a. Sub BWP A di blok A.2, A.3, A.8, A.10 dan A.13 seluas 0,96 (nol koma
sembilan enam) hektar;

b. Sub BWP B di blok B.2, B.4, B.5, B.6, B.7, B.9, B.10 dan B.12 seluas 1,03
(satu koma nol tiga) hektar; dan

c. SubBWP Cdiblok C.1, C.2, C.4, C.5, C.7 dan C.10 seluas 0,54 (nol koma
lima empat) hektar.

Subzona SPU pendidikan skala kelurahan (SPU-3.1) seluas 4,57 (empat
koma lima tujuh) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j,
terdapat pada :

a. Sub BWP A di blok A.7, A.10 dan A.13 seluas 0,93 (nol koma sembilan
tiga) hektar;

b. Sub BWP B di blok B.5, B.6, B.7 dan B.9 seluas 1,99 (satu koma sembilan
sembilan) hektar; dan

c. Sub BWP Cdi blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.9 dan C.10 seluas 1,65
(satu koma enam lima) hektar.

Subzona SPU kesehatan skala kelurahan (SPU-3.3) seluas 0,35 (nol koma
tiga lima) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, terdapat
pada:

a. Sub BWP A di blok A.10 dan A.13 seluas 0,05 (nol koma nol lima) hektar;
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(13)

(14)

(15)

(1)

(2)

(3)

b. Sub BWP B di blok B.3 dan B.9 seluas 0,15 (nol koma satu lima) hektar;
dan

c. Sub BWP C di blok C.4, C.5, C.7 dan C.10 seluas 0,15 (nol koma satu
lima) hektar.

Subzona SPU olahraga skala kelurahan (SPU-3.4) seluas 0,51 (nol koma lima
satu) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf |, terdapat pada :

a. Sub BWP A di blok A.8 seluas 0,3 (nol koma tiga) hektar; dan
b. Sub BWP C di blok C.5 seluas 0,2 (nol koma dua) hektar.

Subzona SPU pendidikan skala RW (SPU-4.1) seluas 0,6 (nol koma enam)
hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, terdapat pada :

a. Sub BWP B di blok B.5, B.7 dan B.9 seluas 0,25 (nol koma dua lima)
hektar; dan

b. Sub BWP C di blok C.1, C.3, C.4 dan C.10 seluas 0,35 (nol koma tiga lima)
hektar.

Subzona SPU peribadatan skala RW (SPU-4.5) seluas 0,44 (nol koma empat
empat) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, terdapat pada:

a. Sub BWP A di blok A.8, A.10 dan A.13 seluas 0,10 (nol koma satu nol)
hektar;

b. Sub BWP B di blok B.4, B.7, B.8 dan B.9 seluas 0,25 (nol koma dua lima)
hektar; dan

c. Sub BWP C di blok C.1, C.6, C.9 dan C.10 seluas 0,09 (nol koma nol
sembilan) hektar.

Paragraf 6
Zona Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 30

Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 huruf e seluas 564,18 (lima ratus enam puluh empat koma satu
delapan) hektar, terdiri atas :

a. subzona kawasan peruntukan industri (KPI); dan
b. subzona sentra industri kecil dan menengah (SIKM).

Subzona kawasan peruntukan industri (KPI) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdapat pada Sub BWP A di blok A.5, A.6 dan A.11 seluas
554,48 (lima ratus lima puluh empat koma empat delapan) hektar.

Subzona sentra industri kecil dan menengah (SIKM) seluas 9,7 (sembilan
koma tujuh) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat
pada :

a. Sub BWP B di blok B.7, B.8, B.9, B.10 dan B.12 seluas 7,03 (tujuh koma
nol tiga) hektar; dan

b. Sub BWP C di blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.5 dan C.10 seluas 2,67 (dua koma
enam tujuh) hektar.
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Paragraf 7
Zona Pertanian
Pasal 31

(1) Zona Pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f seluas
3.036,18 (tiga ribu tiga puluh enam koma satu delapan) hektar, terdiri atas:

a. subzona tanaman pangan (P-1); dan
b. subzona perkebunan (P-3).

(2) Subzona tanaman pangan (P-1) seluas 2.997,96 (dua ribu sembilan ratus
sembilan puluh tujuh koma sembilan enam) hektar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, terdapat pada :

a. Sub BWP A di blok A.8, A.10 dan A.13 seluas 125,8 (seratus dua puluh
lima koma delapan) hektar;

b. Sub BWP B di blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.§, B.9, B.10, B.11,
B.12 dan B.13 seluas 1.926,34 (seribu sembilan ratus dua puluh enam
koma tiga empat) hektar; dan

c. Sub BWP C di blok C.1, C.2, C.3, C.4, C.7, C.8 dan C.10 seluas 945,81
(sembilan ratus empat puluh lima koma delapan satu) hektar.

(3) Subzona perkebunan (P-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdapat pada Sub BWP B di blok B.11 seluas 38,22 (tiga puluh delapan
koma dua dua) hektar.

Paragraf 8
Zona Transportasi
Pasal 32

Zona Transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g terdiri
atas subzona transportasi yang terdapat pada Sub BWP A di blok A.12 seluas
304,94 (tiga ratus empat koma sembilan empat) hektar.

Paragraf 9
Zona Pertambangan
Pasal 33

Zona pertambangan (T) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h berupa
pertambangan minyak dan gas bumi terdapat pada Sub BWP C di blok C.4 dan
C.10 seluas 5,31 (lima koma tiga satu) hektar.

Paragraf 10
Zona Perikanan
Pasal 34

Zona perikanan (IK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i terdiri atas
subzona perikanan tangkap meliputi pelabuhan perikanan yang terdapat pada
Sub BWP A di blok A.3, A.10 dan A.13 seluas 1,37 (satu koma tiga tujuh) hektar.
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Paragraf 11
Zona Peruntukan Lainnya
Pasal 35

(1) Zona peruntukan lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf
j seluas 7,34 (tujuh koma tiga empat) hektar, terdiri atas :

a. subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah (PL-4); dan
b. subzona pergudangan (PL-6).

(2) Subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah berupa Instalasi Pengolahan
Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada
Sub BWP A di blok A.2 dan A.13 seluas 6,95 (enam koma sembilan lima)
hektar.

(3) Subzona pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat
pada Sub BWP B di blok B.9 seluas 0,39 (nol koma tiga sembilan) hektar.

BAB VII

PENETAPAN SUB BWP
YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 36

(1) Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas pembangunan baru prasarana
sarana, dan blok/kawasan.

(2) Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya merupakan dasar
penyusunan RTBL yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penetapan Lokasi dan Tema Penanganan
Pasal 37

(1) Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ditetapkan pada Sub BWP A di blok A.7, A.8, A.9 dan A.10 seluas
448,73 (empat ratus empat puluh delapan koma tujuh tiga) hektar.

(2) Pembangunan baru prasarana sarana, dan blok/kawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 terdiri atas pembangunan Pusat Kota Baru
Patimban, perdagangan dan jasa, permukiman dan fasilitas perkotaan.

(3) Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu berbanding
lima ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB VIII
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 38

(1) Ketentuan Pemanfaatan ruang RDTR BWP Kota Baru Patimban berpedoman
pada rencana struktur ruang dan pola ruang.

emanfaatan ruang dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan
2) P f g dilak k lalui yu d lak
program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.

(3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2)
disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan
dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 40

(1) Pendanaan program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (3) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama
pendanaan.

(2) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB IX
PERATURAN ZONASI
Bagian Kesatu

Umum
Pasal 41

(1) Peraturan zonasi berfungsi sebagai :
a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;

b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya
air right development dan pemanfaatan ruang di bawah tanabh;

c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan

e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan
penetapan lokasi investasi.

(2) Peraturan zonasi terdiri atas :
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a. Aturan Dasar; dan

b. Teknik Pengaturan Zonasi.

Bagian Kedua
Aturan Dasar
Paragraf 1
Umum
Pasal 42

Aturan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;

ketentuan tata bangunan;

2o o

ketentuan prasarana dan sarana minimal;
ketentuan khusus;
standar teknis;

ketentuan pelaksanaan; dan

>R o

ketentuan perizinan.

Bagian Ketiga

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 43

(1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan Ketentuan Intensitas
Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dan b,
terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona lindung;
b. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona budidaya.

(2) ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona lindung,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona hutan
lindung (HL);

b. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona sempadan
pantai (SP);

c. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona sempadan
sungai (SS);

d. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman
kota (RTH-2);
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k.

. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman

kecamatan (RTH-3);

ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman
kelurahan (RTH-4);

ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman RW
(RTH-5);

. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman RT

(RTH-6);

ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman
pemakaman (RTH-7);

. ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona ekosistem

mangrove (EM); dan

ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona penyangga
(PE).

ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang zona budidaya,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :

a.

b.

ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona rumah
kepadatan tinggi (R-2);

ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona rumah
kepadatan sedang (R-3);

ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona rumah
kepadatan rendah (R-4);

ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona
perdagangan dan jasa skala kota (K-1);

ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona
perdagangan dan jasa skala BWP (K-2);

ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona
perdagangan dan jasa skala Sub BWP (K-3);

ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona
perkantoran (KT);

ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU
pendidikan skala kota (SPU-1.1);

ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU
transportasi skala kota (SPU-1.2);

ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU
kesehatan skala kota (SPU-1.3);

ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU
olahraga skala kota (SPU-1.4);

ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU
peribadatan skala kota (SPU-1.5);

ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU
sosial budaya skala kota (SPU-1.6);
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(4)

aa.

ab.

ac.

ad.

ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan
pendidikan skala kecamatan (SPU-2.1);

ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan
kesehatan skala kecamatan (SPU-2.3);

ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan
peribadatan skala kecamatan (SPU-2.5);

ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan
pendidikan skala kelurahan (SPU-3.1);

ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan
kesehatan skala kelurahan (SPU-3.3);

ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan
olahraga skala kelurahan (SPU-3.4);

ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan
pendidikan skala RW (SPU-4.1);

ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan
peribadatan skala RW (SPU-4.5);

ketentuan kegiatan dan
kawasan peruntukan industri (KPI);

ruang

ruang

ruang

ruang

ruang

ruang

ruang

ruang

subzona

subzona

subzona

subzona

subzona

subzona

subzona

subzona

SPU

SPU

SPU

SPU

SPU

SPU

SPU

SPU

intensitas pemanfaatan ruang subzona

ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona sentra

industri kecil dan menengah (SIKM);

ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona
tanaman pangan (P-1);

ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona
perkebunan (P-3);

ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona
transportasi (TR);

ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona
pertambangan (T);

ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona

perikanan tangkap (IK-1);

ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona Instalasi

Pengolahan Air Limbah (PL-4); dan

ketentuan kegiatan dan
pergudangan (PL-6).

intensitas pemanfaatan ruang subzona

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan Ketentuan Intensitas
Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan
sebagai berikut :

a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;

b. kegiatan bersyarat secara terbatas dengan kode T;

c. kegiatan bersyarat tertentu dengan kode B; dan

d. kegiatan tidak diperbolehkan /diizinkan dengan kode X.
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()

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dan Ketentuan Intensitas
Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

Kegiatan diperbolehkan/diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
ayat (4) huruf a merupakan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai
Peraturan Zonasi dan wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah.

Kegiatan penyediaan Ruang Terbuka Hijau diperbolehkan/diizinkan di
seluruh zona untuk pencapaian target luasan Ruang Terbuka Hijau publik
sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 45

Kegiatan bersyarat secara terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
ayat (4) huruf b merupakan kegiatan yang dibatasi berdasarkan jam
operasional dan intensitas pemanfaatan ruang.

Kegiatan bersyarat secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi :

a. Tl untuk kegiatan yang dibatasi jam operasional dan jangka waktu
pemanfaatan lahannya;

b. T2 untuk kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius
pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya; dan

c. T3 untuk kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya.

Pasal 46

Kegiatan bersyarat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4)
huruf ¢ merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan persyaratan
umum dan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Bupati dan peraturan
perundang-undangan.

Kegiatan bersyarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. B1 untuk kegiatan yang wajib melampirkan dokumen sesuai peraturan
perundangan yang berlaku (Amdal/UKL-UPL/Andalalin);

b. B2 untuk kegiatan yang wajib menyediakan fasilitas-fasilitas tertentu;
c. B3 untuk kegiatan yang wajib menyediakan penggantian area; dan

d. B4 untuk kegiatan yang bersyarat dengan ketentuan lainnya.

Pasal 47
Kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4)

huruf d merupakan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan
Peraturan Zonasi dan tidak diperbolehkan.
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(2)

(1)

(2)

(3)

Pada setiap kegiatan pemanfaatan ruang dalam perpetakan/persil, tidak
diizinkan untuk dilakukan perubahan kegiatan pemanfaatan ruang yang
ditetapkan, kecuali untuk satu atau lebih tujuan kegiatan yang tercantum
pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Apabila membangun atau merenovasi bangunan pada suatu
perpetakan /persil tanpa izin untuk tujuan kegiatan yang tidak tercantum
dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dapat
dikategorikan sebagai tindakan melanggar ketentuan ini.

Paragraf 1

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Hutan Lindung

Pasal 48

Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona hutan
lindung (HL), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a,
terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona hutan lindung (HL);
dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona hutan lindung (HL).

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona hutan lindung (HL),
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3
(kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya); dan

c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona hutan lindung (HL),
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
1. Jalan arteri maksimum 2% (dua persen);
2. Jalan kolektor maksimum 2% (dua persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 2% (dua persen).
b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
1. Jalan arteri minimum 98% (sembilan puluh delapan persen);
2. Jalan kolektor minimum 98% (sembilan puluh delapan persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan minimum 98% (sembilan puluh delapan
persen).

c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
1. Jalan arteri maksimum 0,02 (nol koma nol dua);

2. Jalan kolektor maksimum 0,02 (nol koma nol dua); dan
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(1)

(3)

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 0,02 (nol koma nol dua).

Paragraf 2

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Sempadan Pantai

Pasal 49

Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona sempadan
pantai (SP), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b, terdiri
atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona sempadan pantai
(SP); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona sempadan pantai
(SP).

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona sempadan pantai (SP),
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan /diizinkan (I);
b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi :

1. T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius
pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya); dan

2. T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya).
c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona sempadan pantai (SP),
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
1. Jalan arteri maksimum 2% (dua persen);
2. Jalan kolektor maksimum 2% (dua persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 2% (dua persen).
b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
1. Jalan arteri minimum 98% (sembilan puluh delapan persen);
2. Jalan kolektor minimum 98% (sembilan puluh delapan persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan minimum 98% (sembilan puluh delapan
persen).

c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
1. Jalan arteri maksimum 0,02 (nol koma nol dua);
2. Jalan kolektor maksimum 0,02 (nol koma nol dua); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 0,02 (nol koma nol dua).
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(2)

(3)

Paragraf 3

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Sempadan Sungai

Pasal 50

Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona sempadan
sungai (SS), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c, terdiri
atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona sempadan sungai
(SS); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona sempadan sungai
(SS).

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona sempadan sungai (SS),
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);
b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi :

1. T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius
pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya); dan

2. T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya).

c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) dengan klasifikasi B4 (kegiatan yang
bersyarat dengan ketentuan lainnya); dan

d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona sempadan sungai (SS),
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
1. Jalan arteri maksimum 2% (dua persen);
2. Jalan kolektor maksimum 2% (dua persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 2% (dua persen).
b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
1. Jalan arteri minimum 98% (sembilan puluh delapan persen);
2. Jalan kolektor minimum 98% (sembilan puluh delapan persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan minimum 98% (sembilan puluh delapan
persen).

c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
1. Jalan arteri maksimum 0,02 (nol koma nol dua);
2. Jalan kolektor maksimum 0,02 (nol koma nol dua); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 0,02 (nol koma nol dua).
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(2)

(3)

Paragraf 4

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Taman Kota

Pasal 51

Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman kota
(RTH-2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d, terdiri
atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona taman kota (RTH-
2); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman kota (RTH-2).

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona taman kota (RTH-2),
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);
b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi :

1. T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius
pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya); dan

2. T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya).
c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman kota (RTH-2),
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 10% (sepuluh persen);

2. Jalan kolektor maksimum 10% (sepuluh persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 10% (sepuluh persen).
b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 90% (sembilan puluh persen);

2. Jalan kolektor minimum 90% (sembilan puluh persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan minimum 90% (sembilan puluh persen).
c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 0,1 (nol koma satu);
2. Jalan kolektor maksimum 0,1 (nol koma satu); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 0,1 (nol koma satu).
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(2)

(3)

Paragraf 5

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Taman Kecamatan

Pasal 52

Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman
kecamatan (RTH-3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf
e, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona taman kecamatan
(RTH-3); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman kecamatan
(RTH-3).

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona taman kecamatan
(RTH-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);
b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi :

1. T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius
pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya); dan

2. T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya).
c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman kecamatan (RTH-
3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 10% (sepuluh persen);

2. Jalan kolektor maksimum 10% (sepuluh persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 10% (sepuluh persen).
b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 90% (sembilan puluh persen);

2. Jalan kolektor minimum 90% (sembilan puluh persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan minimum 90% (sembilan puluh persen).
c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 0,1 (nol koma satu);

2. Jalan kolektor maksimum 0,1 (nol koma satu); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 0,1 (nol koma satu).
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(2)
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Paragraf 6

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Taman Kelurahan

Pasal 53

Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman
kelurahan (RTH-4), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf
f, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona taman kelurahan
(RTH-4); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman kelurahan
(RTH-4).

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona taman kelurahan
(RTH-4), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);
b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi :

1. T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius
pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya); dan

2. T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya).
c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman kelurahan (RTH-
4), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
1. Jalan arteri maksimum 15% (lima belas persen);
2. Jalan kolektor maksimum 15% (lima belas persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 15% (lima belas persen).
b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
1. Jalan arteri minimum 85% (delapan puluh lima persen);
2. Jalan kolektor minimum 85% (delapan puluh lima persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan minimum 85% (delapan puluh lima persen).
c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
1. Jalan arteri maksimum 0,15 (nol koma satu lima);
2. Jalan kolektor maksimum 0,15 (nol koma satu lima); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 0,15 (nol koma satu lima).
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Paragraf 7

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Taman RW

Pasal 54

Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman RW
(RTH-5), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf g, terdiri
atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona taman RW (RTH-5);
dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman RW (RTH-5).

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona taman RW (RTH-5),
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan /diizinkan (I);
b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi :

1. T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius
pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya); dan

2. T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya).
c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman RW (RTH-5),
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 15% (lima belas persen);

2. Jalan kolektor maksimum 15% (lima belas persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 15% (lima belas persen).
b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 85% (delapan puluh lima persen);

2. Jalan kolektor minimum 85% (delapan puluh lima persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan minimum 85% (delapan puluh lima persen).
a. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 0,15 (nol koma satu lima);
2. Jalan kolektor maksimum 0,15 (nol koma satu lima); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 0,15 (nol koma satu lima).
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Paragraf 8

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Taman RT

Pasal 55

Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman RT
(RTH-6), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf h, terdiri
atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona taman RT (RTH-6);
dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman RT (RTH-6).

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona taman RT (RTH-6),
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan /diizinkan (I);
b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi :

1. T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius
pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya); dan

2. T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya).
c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona taman RT (RTH-6),
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
1. Jalan arteri maksimum 15% (lima belas persen);
2. Jalan kolektor maksimum 15% (lima belas persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 15% (lima belas persen).
b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
1. Jalan arteri minimum 85% (delapan puluh lima persen);
2. Jalan kolektor minimum 85% (delapan puluh lima persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan minimum 85% (delapan puluh lima persen).
c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
1. Jalan arteri maksimum 0,15 (nol koma satu lima);
2. Jalan kolektor maksimum 0,15 (nol koma satu lima); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 0,15 (nol koma satu lima).
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(1)

(2)

(3)

Paragraf 9

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Pemakaman

Pasal 56

Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona
pemakaman (RTH-7), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf

i, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona pemakaman (RTH-
7); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona pemakaman (RTH-7).

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona pemakaman (RTH-7),
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan /diizinkan (I);
b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi :

1. T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius
pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya); dan

2. T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya).
c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona pemakaman (RTH-7),
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
1. Jalan arteri maksimum 5% (lima persen);
2. Jalan kolektor maksimum 5% (lima persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 5% (lima persen).
b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
1. Jalan arteri minimum 95% (sembilan puluh lima persen);
2. Jalan kolektor minimum 95% (sembilan puluh lima persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan minimum 95% (sembilan puluh lima
persen).

c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
1. Jalan arteri maksimum 0,05 (nol koma nol lima);
2. Jalan kolektor maksimum 0,05 (nol koma nol lima); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 0,05 (nol koma nol lima).

42



(1)

(2)

(3)

Paragraf 10

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Ekosistem Mangrove

Pasal 57

Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona ekosistem
mangrove (EM), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf j,
terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona ekosistem
mangrove (EM); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona ekosistem mangrove
(EM).

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona ekosistem mangrove
(EM), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3
(kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya); dan

c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona ekosistem mangrove
(EM), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di:
1. Jalan arteri maksimum 2% (dua persen);
2. Jalan kolektor maksimum 2% (dua persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 2% (dua persen).
b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
1. Jalan arteri minimum 98% (sembilan puluh delapan persen);
2. Jalan kolektor minimum 98% (sembilan puluh delapan persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan minimum 98% (sembilan puluh delapan
persen).

c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
1. Jalan arteri maksimum 0,02 (nol koma nol dua);
2. Jalan kolektor maksimum 0,02 (nol koma nol dua); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 0,02 (nol koma nol dua).
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(1)

(2)

(3)

(1)

Paragraf 11

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Penyangga

Pasal 58

Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona ekosistem
mangrove (EM), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf k,
terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona ekosistem
mangrove (EM); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona ekosistem mangrove
(EM).

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona ekosistem mangrove
(EM), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I); dan
b. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona ekosistem mangrove
(EM), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
1. Jalan arteri maksimum 2% (dua persen);
2. Jalan kolektor maksimum 2% (du a persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 2% (dua persen).
b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
1. Jalan arteri minimum 98% (sembilan puluh delapan persen);
2. Jalan kolektor minimum 98% (sembilan puluh delapan persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan minimum 98% (sembilan puluh delapan
persen).

c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
1. Jalan arteri maksimum 0,02 (nol koma nol dua);
2. Jalan kolektor maksimum 0,02 (nol koma nol dua); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 0,02 (nol koma nol dua).

Paragraf 12

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Rumah Kepadatan Tinggi

Pasal 59
Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona rumah

kepadatan tinggi (R-2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf
a, terdiri atas :
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a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona rumah kepadatan
tinggi (R-2); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona rumah kepadatan
tinggi (R-2).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona rumah kepadatan tinggi
(R-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan /diizinkan (I);
b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi :

1. T1 (kegiatan yang dibatasi jam operasional dan jangka waktu
pemanfaatannya);

2. T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius
pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya); dan

3. T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya).
c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona rumah kepadatan tinggi
(R-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
1. Jalan arteri maksimum 80% (delapan puluh persen);
2. Jalan kolektor maksimum 80% (delapan puluh persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 85% (delapan puluh lima persen).
b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
1. Jalan arteri minimum 10% (sepuluh persen);
2. Jalan kolektor minimum 10% (sepuluh persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan minimum 10% (sepuluh persen).
c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
1. Jalan arteri maksimum 6,4 (enam koma empat);
2. Jalan kolektor maksimum 3,2 (tiga koma dua); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 1,7 (satu koma tujuh).

Paragraf 13

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Rumah Kepadatan Sedang

Pasal 60

(1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona rumah
kepadatan sedang (R-3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3)
huruf b, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona rumah kepadatan
sedang (R-3); dan
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b.

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona rumah kepadatan
sedang (R-3).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona rumah kepadatan
sedang (R-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a.

b.

C.

pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);
pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi :

1. T1 (kegiatan yang dibatasi jam operasional dan jangka waktu
pemanfaatannya);

2. T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius
pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya); dan

3. T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya).

pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona rumah kepadatan sedang
(R-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a.

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 60% (enam puluh persen);

2. Jalan kolektor maksimum 60% (enam puluh persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 70% (tujuh puluh persen).
Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 30% (tiga puluh persen);

2. Jalan kolektor minimum 30% (tiga puluh persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan minimum 20% (dua puluh persen).
Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 1,2 (satu koma dua);

2. Jalan kolektor maksimum 1,2 (satu koma dua); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 1,2 (satu koma dua).

Paragraf 14

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Rumah Kepadatan Rendah

Pasal 61

(1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona rumah
kepadatan rendah (R-4), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3)
huruf c, terdiri atas :

a.

b.

ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona rumah kepadatan
rendah (R-4); dan

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona rumah kepadatan
rendah (R-4).
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(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona rumah kepadatan
rendah (R-4), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan /diizinkan (I);
b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi :

1. T1 (kegiatan yang dibatasi jam operasional dan jangka waktu
pemanfaatannya);

2. T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius
pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya); dan

3. T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya).
c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona rumah kepadatan rendah
(R-4), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 40% (empat puluh persen);

2. Jalan kolektor maksimum 40% (empat puluh persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 50% (lima puluh persen).
b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 50% (lima puluh persen);

2. Jalan kolektor minimum 50% (lima puluh persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan minimum 40% (empat puluh persen).
c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 0,8 (nol koma delapan);

2. Jalan kolektor maksimum 0,8 (nol koma delapan); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 1,0 (satu koma nol).

Paragraf 15

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota

Pasal 62

(1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona perdagangan
dan jasa skala kota (K-1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3)
huruf d, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona perdagangan dan
jasa skala kota (K-1); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perdagangan dan jasa
skala kota (K-1).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona perdagangan dan jasa
skala kota (K-1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan /diizinkan (I);
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b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3 (kegiatan
yang dibatasi dengan ketentuan lainnya);

c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) dengan klasifikasi :

1. B1 (kegiatan yang wajib melampirkan dokumen sesuai peraturan
perundangan yang berlaku (Amdal/UKL-UPL/Andalalin);

2. B2 (kegiatan yang wajib menyediakan fasilitas-fasilitas tertentu); dan
3. B4 (kegiatan yang bersyarat dengan ketentuan lainnya).
d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perdagangan dan jasa
skala kota (K-1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
1. Jalan arteri maksimum 70% (tujuh puluh persen); dan
2. Jalan kolektor maksimum 70% (tujuh puluh persen).
b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
1. Jalan arteri minimum 20% (dua puluh persen); dan
2. Jalan kolektor minimum 20% (dua puluh persen).
c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
1. Jalan arteri maksimum 5,6 (lima koma enam); dan

2. Jalan kolektor maksimum 4,2 (empat koma dua).

Paragraf 16

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Perdagangan dan Jasa Skala BWP

Pasal 63

(1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona perdagangan
dan jasa skala BWP (K-2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3)
huruf e, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona perdagangan dan
jasa skala BWP (K-2); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perdagangan dan jasa
skala BWP (K-2).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona rumah perdagangan
dan jasa skala BWP (K-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);
b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi :

1. T1 (kegiatan yang dibatasi jam operasional dan jangka waktu
pemanfaatan lahan);

2. T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius
pemanfaatan ruang); dan
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C.

d.

3. T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya).
pemanfaatan bersyarat tertentu (B) dengan klasifikasi :

1. Bl (kegiatan yang wajib melampirkan dokumen sesuai peraturan
perundangan yang berlaku (Amdal/UKL-UPL/Andalalin);

2. B2 (kegiatan yang wajib menyediakan fasilitas-fasilitas tertentu); dan
3. B4 (kegiatan yang bersyarat dengan ketentuan lainnya).

pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perdagangan dan jasa
skala BWP (K-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a.

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 60% (enam puluh persen);

2. Jalan kolektor maksimum 60% (enam puluh persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 60% (enam puluh persen).
Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 30% (tiga puluh persen);

2. Jalan kolektor minimum 30% (tiga puluh persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan minimum 30% (tiga puluh persen).
Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 2,4 (dua koma empat);

2. Jalan kolektor maksimum 2,4 (dua koma empat); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 1,8 (satu koma delapan).

Paragraf 17

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP

Pasal 64

(1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona perdagangan
dan jasa skala Sub BWP (K-3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat
(3) huruf f, terdiri atas :

a.

b.

ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona perdagangan dan
jasa skala Sub BWP (K-3); dan

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perdagangan dan jasa
skala Sub BWP (K-3).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona perdagangan dan jasa
skala Sub BWP (K-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a.
b.

pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);
pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi :

1. T1 (kegiatan yang dibatasi jam operasional dan jangka waktu
pemanfaatan lahan);
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d.

2. T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius
pemanfaatan ruang); dan

3. T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya).

pemanfaatan bersyarat tertentu (B) dengan klasifikasi B4 (kegiatan yang
bersyarat dengan ketentuan lainnya); dan

pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perdagangan dan jasa
skala Sub BWP (K-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a.

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 50% (lima puluh persen);

2. Jalan kolektor maksimum 50% (lima puluh persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 50% (lima puluh persen).
Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 30% (tiga puluh persen);

2. Jalan kolektor minimum 30% (tiga puluh persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan minimum 30% (tiga puluh persen).
Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 1,5 (satu koma lima);

2. Jalan kolektor maksimum 1,0 (satu koma nol); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 1,0 (satu koma nol).

Paragraf 18

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Perkantoran

Pasal 65

(1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona perkantoran
(KT), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf g, terdiri atas :

a.

b.

ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona perkantoran (KT);
dan

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perkantoran (KT).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona perkantoran (KT),
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a.
b.

pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);
pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi :

1. T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius
pemanfaatan ruang); dan

2. T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya).

pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).
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(3)

(1)

(2)

(3)

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perkantoran (KT),
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 50% (lima puluh persen);

2. Jalan kolektor maksimum 50% (lima puluh persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 60% (enam puluh persen).
b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 40% (empat puluh persen);

2. Jalan kolektor minimum 40% (empat puluh persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan minimum 30% (tiga puluh persen).
c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 2,0 (dua koma nol);

2. Jalan kolektor maksimum 2,0 (dua koma nol); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 1,2 (satu koma dua).

Paragraf 19

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona SPU Pendidikan Skala Kota

Pasal 66

Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU
pendidikan skala kota (SPU-1.1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
ayat (3) huruf h, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU pendidikan
skala kota (SPU-1.1); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU pendidikan skala
kota (SPU-1.1).

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU pendidikan skala
kota (SPU-1.1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3 (kegiatan
yang dibatasi dengan ketentuan lainnya); dan

c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU pendidikan skala
kota (SPU-1.1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 50% (lima puluh persen);

2. Jalan kolektor maksimum 50% (lima puluh persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 60% (enam puluh persen).
b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
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C.

1. Jalan arteri minimum 30% (tiga puluh persen);

2. Jalan kolektor minimum 30% (tiga puluh persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan minimum 20% (dua puluh persen).
Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 2,0 (dua koma nol);

2. Jalan kolektor maksimum 2,0 (dua koma nol); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 2,4 (dua koma empat).

Paragraf 20

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona SPU Transportasi Skala Kota

Pasal 67

(1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU
transportasi skala kota (SPU-1.2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
ayat (3) huruf i, terdiri atas :

a.

b.

ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU transportasi
skala kota (SPU-1.2); dan

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU transportasi skala
kota (SPU-1.2).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU transportasi skala
kota (SPU-1.2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a.
b.

d.

pemanfaatan yang diperbolehkan /diizinkan (I);
pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi :

1. T2 (kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius
pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya); dan

2. T3 (kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya).
pemanfaatan bersyarat tertentu (B) dengan klasifikasi :

1. B1 (kegiatan yang wajib melampirkan dokumen sesuai peraturan
perundangan yang berlaku (Amdal/UKL-UPL/Andalalin); dan

2. B2 (kegiatan yang wajib menyediakan fasilitas-fasilitas tertentu).

pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU transportasi skala
kota (SPU-1.2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a.

b.

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 40% (empat puluh persen); dan
2. Jalan kolektor maksimum 40% (empat puluh persen).
Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 30% (tiga puluh persen); dan

2. Jalan kolektor minimum 30% (tiga puluh persen).
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c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
1. Jalan arteri maksimum 1,2 (satu koma dua); dan

2. Jalan kolektor maksimum 1,2 (satu koma dua).

Paragraf 21

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang Subzona SPU
Kesehatan Skala Kota

Pasal 68

(1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU
kesehatan skala kota (SPU-1.3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat
(3) huruf j, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU kesehatan skala
kota (SPU-1.3); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU kesehatan skala
kota (SPU-1.3).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU kesehatan skala
kota (SPU-1.3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3 (kegiatan
yang dibatasi dengan ketentuan lainnya);

c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) dengan klasifikasi :

1. B1 (kegiatan yang wajib melampirkan dokumen sesuai peraturan
perundangan yang berlaku (Amdal/UKL-UPL/Andalalin);

2. B2 (kegiatan yang wajib menyediakan fasilitas-fasilitas tertentu); dan
3. B4 (kegiatan yang bersyarat dengan ketentuan lainnya).
d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU kesehatan skala kota
p g
(SPU-1.3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 40% (empat puluh persen);

2. Jalan kolektor maksimum 40% (empat puluh persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 50% (lima puluh persen).
b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 30% (tiga puluh persen);

2. Jalan kolektor minimum 30% (tiga puluh persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 20% (dua puluh persen).
c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 2,0 (dua koma nol);

2. Jalan kolektor maksimum 2,0 (dua koma nol); dan
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3. Jalan lokal/lingkungan 1,5 (satu koma lima).

Paragraf 22

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona SPU Olahraga Skala Kota

Pasal 69

(1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU
olahraga skala kota (SPU-1.4), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat
(3) huruf k, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU olahraga skala
kota (SPU-1.4); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU olahraga skala
kota (SPU-1.4).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU olahraga skala kota
(SPU-1.4), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan /diizinkan (I);

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3 (kegiatan
yang dibatasi dengan ketentuan lainnya); dan

c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU olahraga skala kota
(SPU-1.4), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 50% (lima puluh persen);

2. Jalan kolektor maksimum 50% (lima puluh persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 60% (enam puluh persen).
b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 30% (tiga puluh persen);

2. Jalan kolektor minimum 30% (tiga puluh persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 20% (dua puluh persen).
c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 1,5 (satu koma lima);

2. Jalan kolektor maksimum 1,5 (satu koma lima); dan

3. Jalan lokal/lingkungan 1,2 (satu koma dua).
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(2)

(3)

(1)

Paragraf 23

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona SPU Peribadatan Skala Kota

Pasal 70

Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU
peribadatan skala kota (SPU-1.5), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
ayat (3) huruf 1, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU peribadatan
skala kota (SPU-1.5); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU peribadatan skala
kota (SPU-1.5).

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU peribadatan skala
kota (SPU-1.5), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I); dan
b. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU peribadatan skala
kota (SPU-1.5), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 50% (lima puluh persen);

2. Jalan kolektor maksimum 50% (lima puluh persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 60% (enam puluh persen).
b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 30% (tiga puluh persen);

2. Jalan kolektor minimum 30% (tiga puluh persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 20% (dua puluh persen).
c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 1,5 (satu koma lima);

2. Jalan kolektor maksimum 1,5 (satu koma lima); dan

3. Jalan lokal/lingkungan 1,2 (satu koma dua).

Paragraf 24

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona SPU Sosial Budaya Skala Kota

Pasal 71

Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU sosial
budaya skala kota (SPU-1.6), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3)
huruf m, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU sosial budaya
skala kota (SPU-1.6); dan
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(2)

(3)

(1)

(2)

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU sosial budaya
skala kota (SPU-1.6).

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU sosial budaya skala
kota (SPU-1.6), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3 (kegiatan
yang dibatasi dengan ketentuan lainnya); dan

c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU sosial budaya skala
kota (SPU-1.6), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 50% (lima puluh persen);

2. Jalan kolektor maksimum 50% (lima puluh persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 60% (enam puluh persen).
b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 30% (tiga puluh persen);

2. Jalan kolektor minimum 30% (tiga puluh persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 20% (dua puluh persen).
c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 1,5 (satu koma lima);

2. Jalan kolektor maksimum 1,5 (satu koma lima); dan

3. Jalan lokal/lingkungan 1,2 (satu koma dua).

Paragraf 25

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona SPU Pendidikan Skala Kecamatan

Pasal 72

Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU
pendidikan skala kecamatan (SPU-2.1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal
43 ayat (3) huruf n, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU pendidikan
skala kecamatan (SPU-2.1); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU pendidikan skala
kecamatan (SPU-2.1).

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU pendidikan skala
kecamatan (SPU-2.1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
meliputi:

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3 (kegiatan
yang dibatasi dengan ketentuan lainnya); dan
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(3)

(1)

(2)

(3)

c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU pendidikan skala
kecamatan (SPU-2.1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
meliputi:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 60% (enam puluh persen);

2. Jalan kolektor maksimum 60% (enam puluh persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 70% (tujuh puluh persen).
b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 20% (dua puluh persen);

2. Jalan kolektor minimum 20% (dua puluh persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 20% (dua puluh persen).
c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 1,8 (satu koma delapan);

2. Jalan kolektor maksimum 1,8 (satu koma delapan); dan

3. Jalan lokal/lingkungan 1,4 (satu koma empat).

Paragraf 26

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona SPU Kesehatan Skala Kecamatan

Pasal 73

Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU
kesehatan skala kecamatan (SPU-2.3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal
43 ayat (3) huruf o, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU kesehatan skala
kecamatan (SPU-2.3); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU kesehatan skala
kecamatan (SPU-2.3).

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU kesehatan skala
kecamatan (SPU-2.3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
meliputi:

a. pemanfaatan yang diperbolehkan /diizinkan (I);

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3 meliputi
menyediakan lahan parkir roda empat dan roda dua sesuai dengan
ketentuan teknis berdasarkan luas lahan; dan

c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU kesehatan skala
kecamatan (SPU-2.3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
meliputi:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
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(1)

(2)

(3)

1. Jalan arteri maksimum 50% (lima puluh persen);
2. Jalan kolektor maksimum 50% (lima puluh persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 60% (enam puluh persen).

b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

C.

1. Jalan arteri minimum 30% (tiga puluh persen);

2. Jalan kolektor minimum 30% (tiga puluh persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 20% (dua puluh persen).
Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 1,5 (satu koma lima);

2. Jalan kolektor maksimum 1,5 (satu koma lima); dan

3. Jalan lokal/lingkungan 1,2 (satu koma dua).

Paragraf 27

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona SPU Peribadatan Skala Kecamatan

Pasal 74

Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfataan ruang subzona SPU
peribadatan skala kecamatan (SPU-2.5) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 ayat (3) huruf p, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU peribadatan
skala kecamatan (SPU-2.5); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU peribadatan
skala kecamatan (SPU-2.5).

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU peribadatan skala
kecamatan (SPU-2.5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3
(kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya); dan

c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU peribadatan skala
kecamatan (SPU-2.5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 60% (enam puluh persen);

2. Jalan kolektor maksimum 60% (enam puluh persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 70% (tujuh puluh persen).
b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 20% (dua puluh persen);
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(1)

(2)

(3)

2. Jalan kolektor minimum 20% (dua puluh persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan minimum 20% (dua puluh persen).
c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 1,8 (satu koma delapan);

2. Jalan kolektor maksimum 1,8 (satu koma delapan); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 1,4 (satu koma empat).

Paragraf 28

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona SPU Pendidikan Skala Kelurahan

Pasal 75

Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfataan ruang subzona SPU
pendidikan skala kelurahan (SPU-3.1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
43 ayat (3) huruf q, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU pendidikan
skala kelurahan (SPU-3.1); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU pendidikan
skala kelurahan (SPU-3.1).

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU pendidikan skala
kelurahan (SPU-3.1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
meliputi:

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I); dan
b. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU pendidikan skala
kelurahan (SPU-3.1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
meliputi:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 60% (enam puluh persen);

2. Jalan kolektor maksimum 60% (enam puluh persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 70% (tujuh puluh persen).
b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 20% (dua puluh persen);

2. Jalan kolektor minimum 20% (dua puluh persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan minimum 20% (dua puluh persen).
c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 1,2 (satu koma dua);

2. Jalan kolektor maksimum 1,2 (satu koma dua); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 1,4 (satu koma empat).
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Paragraf 29

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona SPU Kesehatan Skala Kelurahan

Pasal 76

Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfataan ruang subzona SPU
kesehatan skala kelurahan (SPU-3.3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
43 ayat (3) huruf r, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU kesehatan
skala kelurahan (SPU-3.3); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU kesehatan skala
kelurahan (SPU-3.3).

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU kesehatan skala
kelurahan (SPU-3.3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
meliputi:

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3
(kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya); dan

c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU kesehatan skala
kelurahan (SPU-3.3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 60% (enam puluh persen);

2. Jalan kolektor maksimum 60% (enam puluh persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 70% (tujuh puluh persen).
b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 20% (dua puluh persen);

2. Jalan kolektor minimum 20% (dua puluh persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan minimum 20% (dua puluh persen).
c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 1,2 (satu koma dua);

2. Jalan kolektor maksimum 1,2 (satu koma dua); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 1,4 (satu koma empat).
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Paragraf 30

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona SPU Olahraga Skala Kelurahan

Pasal 77

Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfataan ruang subzona SPU
olahraga skala kelurahan (SPU-3.4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
ayat (3) huruf s, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU olahraga skala
kelurahan (SPU-3.4); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU olahraga skala
kelurahan (SPU-3.4).

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU olahraga skala
kelurahan (SPU-3.4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
meliputi:

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3
(kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya); dan

c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU olahraga skala
kelurahan (SPU-3.4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
meliputi:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 60% (enam puluh persen);

2. Jalan kolektor maksimum 60% (enam puluh persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 70% (tujuh puluh persen).
b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 20% (dua puluh persen);

2. Jalan kolektor minimum 20% (dua puluh persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan minimum 20% (dua puluh persen).
c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 1,2 (satu koma dua);

2. Jalan kolektor maksimum 1,2 (satu koma dua); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 1,4 (satu koma empat).
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Paragraf 31

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona SPU Pendidikan Skala RW

Pasal 78

(1) Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona SPU pendidikan skala RW
(SPU-4.1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf t, terdiri
atas:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU pendidikan
skala RW (SPU-4.1); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU pendidikan skala
RW (SPU-4.1).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan SPU pendidikan skala RW (SPU-
4.1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3 (kegiatan
yang dibatasi dengan ketentuan lainnya); dan

c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU pendidikan skala RW
(SPU-4.1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Koefisien dasar bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 60% (enam puluh persen);

2. Jalan kolektor maksimum 60% (enam puluh persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 70% (tujuh puluh persen).
b. Koefisien dasar hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 20% (dua puluh persen);

2. Jalan kolektor minimum 20% (dua puluh persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan minimum 20% (dua puluh persen).
c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 1,2 (satu koma dua);

2. Jalan kolektor maksimum 1,2 (satu koma dua); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 1,4 (satu koma empat).

Paragraf 32

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona SPU Peribadatan Skala RW

Pasal 79
(1) Ketentuan kegiatan dan intensitas pemanfataan ruang subzona SPU

peribadatan skala RW (SPU-4.5) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat
(3) huruf u, terdiri atas :
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b.

ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU peribadatan
skala RW (SPU-4.5); dan

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU peribadatan skala
RW (SPU-4.5).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona SPU peribadatan skala
RW (SPU-4.5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a.
b.

d.

pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);

pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T2 (kegiatan
yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan
ruang berdasarkan standar teknisnya);

pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3 (kegiatan
yang dibatasi dengan ketentuan lainnya); dan

pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona SPU peribadatan skala
RW (SPU-4.5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a.

Koefisien dasar bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 60% (enam puluh persen);

2. Jalan kolektor maksimum 60% (enam puluh persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 70% (tujuh puluh persen).
Koefisien dasar hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 20% (dua puluh persen);

2. Jalan kolektor minimum 20% (dua puluh persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan minimum 20% (dua puluh persen).

. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 1,2 (satu koma dua);
2. Jalan kolektor maksimum 1,2 (satu koma dua); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 1,4 (satu koma empat).

Paragraf 33

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 80

(1) Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona kawasan peruntukan

industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf v,
terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona kawasan

peruntukan industri (KPI); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona kawasan peruntukan

industri (KPI).
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(2) ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona kawasan peruntukan
industri (KPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

(3)

(1)

a.
b.

d.

pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);

pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T2
(kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius
pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya);

pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3
(kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya); dan

pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

Ketentuan intensitas pemanfataan ruang subzona kawasan peruntukan
industri (KPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a.

b.

C.

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

1. Jalan arteri maksimum 40% (empat puluh persen); dan
2. Jalan kolektor maksimum 40% (empat puluh persen).
Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 30% (tiga puluh persen); dan

2. Jalan kolektor minimum 30% (tiga puluh persen).
Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 1,2 (satu koma dua); dan

2. Jalan kolektor maksimum 1,2 (satu koma dua).

Paragraf 34

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Sentra Industri Kecil dan Menengah

Pasal 81

Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona sentra industri kecil dan
menengah (SIKM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf w,
terdiri atas :

a.

b.

ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona sentra industri
kecil dan menengah (SIKM); dan

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona sentra industri kecil
dan menengah (SIKM).

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona sentra industri kecil
dan menengah (SIKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
meliputi :

a.

b.

pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);

pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T2
(kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius
pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya);

64



c. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3
(kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya); dan

d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfataan ruang subzona sentra industri kecil dan
menengah (SIKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
1. Jalan arteri maksimum 60% (enam puluh persen);
2. Jalan kolektor maksimum 60% (enam puluh persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan 60% (enam puluh persen).
b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
1. Jalan arteri minimum 20% (dua puluh persen);
2. Jalan kolektor minimum 20% (dua puluh persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan minimum 20% (dua puluh persen).
c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
1. Jalan arteri maksimum 1,8 (satu koma delapan);
2. Jalan kolektor maksimum 1,8 (satu koma delapan); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 1,2 (satu koma dua).

Paragraf 35

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Tanaman Pangan

Pasal 82

(1) Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona tanaman pangan (P-1)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf x, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona tanaman pangan

(P-1); dan
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona tanaman pangan (P-
1).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona tanaman pangan (P-1)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T2
(kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius
pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya);

c. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3
(kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya);

d. pemanfaatan bersyarat secara tertentu B dengan klasifikasi B1 (untuk
kegiatan yang wajib melampirkan dokumen sesuai peraturan
perundangan yang berlaku (Amdal/UKL-UPL/Andalalin); dan

e. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).
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(3)

(1)

(2)

(3)

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona tanaman pangan (P-1)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
1. Jalan arteri maksimum 2% (dua persen);
2. Jalan kolektor maksimum 2% (dua persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 2% (dua persen).
b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
1. Jalan arteri minimum 98% (sembilan puluh delapan persen);
2. Jalan kolektor minimum 98% (sembilan puluh delapan persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan minimum 98% (sembilan puluh delapan
persen).

c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
1. Jalan arteri maksimum 0,02 (nol koma nol dua);
2. Jalan kolektor maksimum 0,02 (nol koma nol dua); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 0,02 (nol koma nol dua).

Paragraf 36

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Perkebunan

Pasal 83

Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona perkebunan (P-3)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) hurufy, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona perkebunan (P-3);
dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perkebunan (P-3).

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona perkebunan (P-3)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);

b. pemanfaatan bersyarat secara tertentu B dengan klasifikasi B1 (untuk
kegiatan yang wajib melampirkan dokumen sesuai peraturan
perundangan yang berlaku (Amdal/UKL-UPL/Andalalin); dan

c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perkebunan (P-3)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
1. Jalan arteri maksimum 2% (dua persen);
2. Jalan kolektor maksimum 2% (dua persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 2% (dua persen).
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(1)

(2)

(3)

b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
1. Jalan arteri minimum 98% (sembilan puluh delapan persen);
2. Jalan kolektor minimum 98% (sembilan puluh delapan persen); dan

3. Jalan lokal/lingkungan minimum 98% (sembilan puluh delapan
persen).

c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
1. Jalan arteri maksimum 0,02 (nol koma nol dua);
2. Jalan kolektor maksimum 0,02 (nol koma nol dua); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 0,02 (nol koma nol dua).

Paragraf 37

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Transportasi

Pasal 84

Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona transportasi (TR)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf z, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona transportasi (TR);
dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona transportasi (TR).

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona transportasi (TR)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan /diizinkan (I);

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T2
(kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius
pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya);

c. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T3
(kegiatan yang dibatasi dengan ketentuan lainnya);

d. pemanfaatan bersyarat secara tertentu B dengan klasifikasi B1 (untuk
kegiatan yang wajib melampirkan dokumen sesuai peraturan
perundangan yang berlaku (Amdal/UKL-UPL/Andalalin);

e. pemanfaatan bersyarat secara tertentu (B) dengan klasifikasi B2
(kegiatan yang wajib menyediakan fasilitas-fasilitas tertentu); dan

f. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona transportasi (TR)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
1. Jalan arteri maksimum 50% (lima puluh persen); dan
2. Jalan kolektor maksimum 50% (lima puluh persen).
b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

1. Jalan arteri minimum 20% (dua puluh persen); dan
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2. Jalan kolektor minimum 20% (dua puluh persen).
c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
1. Jalan arteri maksimum 4,0 (empat koma nol); dan

2. Jalan kolektor maksimum 4,0 (empat koma nol).

Paragraf 38

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Pertambangan

Pasal 85

(1) Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona pertambangan (T)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf aa, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona pertambangan (T);
dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona pertambangan (T).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona pertambangan (T)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) dengan klasifikasi T2
(kegiatan yang dibatasi intensitas pemanfaatan ruang dan radius
pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknisnya);

c. pemanfaatan bersyarat secara tertentu B dengan klasifikasi B4
(kegiatan yang bersyarat dengan ketentuan lainnya); dan

d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona pertambangan (T)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
1. Jalan arteri maksimum 40% (empat puluh persen); dan
2. Jalan kolektor maksimum 40% (empat puluh persen).
b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
1. Jalan arteri maksimum 30% (tiga puluh persen); dan
2. Jalan kolektor maksimum 30% (tiga puluh persen).
c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
1. Jalan arteri maksimum 1,2 (satu koma dua); dan

2. Jalan kolektor maksimum 1,2 (satu koma dua).
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Paragraf 39

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Perikanan Tangkap

Pasal 86

(1) Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona perikanan tangkap (IK-1)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf ab, terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona perikanan tangkap
(IK-1); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona perikanan tangkap
(IK-1).

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona perikanan tangkap (IK-
1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I); dan
b. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Ketentuan intensitas pemanfataan ruang subzona perikanan tangkap (IK-
1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
1. Jalan arteri maksimum 40% (empat puluh persen); dan
2. Jalan kolektor maksimum 40% (empat puluh persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan 40% (empat puluh persen).
b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
1. Jalan arteri minimum 20% (dua puluh persen);
2. Jalan kolektor minimum 20% (dua puluh persen); dan
3. Jalan lokal/lingkungan minimum 20% (dua puluh persen).
c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
1. Jalan arteri maksimum 0,4 (nol koma empat);
2. Jalan kolektor maksimum 0,4 (nol koma empat); dan

3. Jalan lokal/lingkungan maksimum 0,4 (nol koma empat).

Paragraf 40

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah
Pasal 87

(1) Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona instalasi pengolahan air
limbah (PL-4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf ac,
meliputi :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona instalasi
pengolahan air limbah (PL-4); dan
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(2)

(1)

(2)

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona instalasi pengolahan
air limbah (PL-4).

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona instalasi pengolahan
air limbah (PL-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I);

b. pemanfaatan bersyarat secara tertentu B dengan klasifikasi B1 (untuk
kegiatan yang wajib melampirkan dokumen sesuai peraturan
perundangan yang berlaku (Amdal/UKL-UPL/Andalalin);

c. pemanfaatan bersyarat secara tertentu (B) dengan klasifikasi B2
(kegiatan yang wajib menyediakan fasilitas-fasilitas tertentu); dan

d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona pengolahan air limbah
(PL-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :
1. Jalan arteri maksimum 40% (empat puluh persen); dan
2. Jalan kolektor maksimum 40% (empat puluh persen).
b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :
1. Jalan arteri minimum 20% (dua puluh persen); dan
2. Jalan kolektor minimum 20% (dua puluh persen).
c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :
1. Jalan arteri maksimum 0,8 (nol koma delapan); dan

2. Jalan kolektor maksimum 0,8 (nol koma delapan).

Paragraf 41

Ketentuan Kegiatan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Subzona Pergudangan

Pasal 88

Ketentuan kegiatan pemanfataan ruang subzona pergudangan (PL-6)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf ad, meliputi :

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona pergudangan (PL-
0); dan

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona pergudangan (PL-6).

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan subzona pergudangan (PL-06)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan (I); dan
b. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang subzona pergudangan (PL-6)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1, meliputi :

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di :

70



1. Jalan arteri maksimum 50% (lima puluh persen); dan

2. Jalan kolektor maksimum 50% (lima puluh persen).

b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) di :

C.

1. Jalan arteri minimum 30% (tiga puluh persen); dan
2. Jalan kolektor minimum 30% (tiga puluh persen).
Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di :

1. Jalan arteri maksimum 1,0 (satu koma nol); dan

2. Jalan kolektor maksimum 1,0 (satu koma nol).

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan
Pasal 89

(1) Ketentuan tata bangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c,
meliputi :

(2)

(3)

a.
b.

ketentuan tata bangunan zona lindung; dan

ketentuan tata bangunan zona budidaya.

Ketentuan tata bangunan zona lindung, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, terdiri atas :

a.

o

a o

>R

=

J-

k.

ketentuan tata bangunan subzona hutan lindung (HL);

ketentuan tata bangunan subzona sempadan pantai (SP);
ketentuan tata bangunan subzona sempadan sungai (SS);
ketentuan tata bangunan subzona taman kota (RTH-2);
ketentuan tata bangunan subzona taman kecamatan (RTH-3);
ketentuan tata bangunan subzona taman kelurahan (RTH-4);
ketentuan tata bangunan subzona taman RW (RTH-5);

ketentuan tata bangunan subzona taman RT (RTH-6);

ketentuan tata bangunan subzona taman pemakaman (RTH-7);
ketentuan tata bangunan subzona ekosistem mangrove (EM); dan

ketentuan tata bangunan subzona penyangga (PE).

ketentuan tata bangunan zona budidaya, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, terdiri atas :

oo oo

ketentuan tata bangunan subzona rumah kepadatan tinggi (R-2);
ketentuan tata bangunan subzona rumah kepadatan sedang (R-3);
ketentuan tata bangunan subzona rumah kepadatan rendah (R-4);
ketentuan tata bangunan subzona perdagangan dan jasa skala kota (K-
1);

ketentuan tata bangunan subzona perdagangan dan jasa skala BWP (K-
2);
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(4)

o

€ < ¢

aa.
ab.

ac.

ad.

ketentuan tata bangunan subzona perdagangan dan jasa skala Sub BWP
(K-3);

ketentuan tata bangunan subzona perkantoran (KT);

ketentuan tata bangunan subzona SPU pendidikan skala kota (SPU-1.1);
ketentuan tata bangunan subzona SPU transportasi skala kota (SPU-1.2);
ketentuan tata bangunan subzona SPU kesehatan skala kota (SPU-1.3);
ketentuan tata bangunan subzona SPU olahraga skala kota (SPU-1.4);
ketentuan tata bangunan subzona SPU peribadatan skala kota (SPU-1.5);

. ketentuan tata bangunan subzona SPU sosial budaya skala kota (SPU-

1.6);

ketentuan tata bangunan subzona SPU pendidikan skala kecamatan
(SPU-2.1);

ketentuan tata bangunan subzona SPU kesehatan skala kecamatan
(SPU-2.3);

ketentuan tata bangunan subzona SPU peribadatan skala kecamatan
(SPU-2.5);

ketentuan tata bangunan subzona SPU pendidikan skala kelurahan
(SPU-3.1);

ketentuan tata bangunan subzona SPU kesehatan skala kelurahan (SPU-
3.3);

ketentuan tata bangunan subzona SPU olahraga skala kelurahan (SPU-
3.4);

ketentuan tata bangunan subzona SPU pendidikan skala RW (SPU-4.1);
ketentuan tata bangunan subzona SPU peribadatan skala RW (SPU-4.5);

ketentuan tata bangunan subzona kawasan peruntukan industri (KPI);

. ketentuan tata bangunan subzona sentra industri kecil dan menengah

(SIKM);

ketentuan tata bangunan subzona tanaman pangan (P-1);
ketentuan tata bangunan subzona perkebunan (P-3);
ketentuan tata bangunan subzona transportasi (TR);
ketentuan tata bangunan subzona pertambangan (T);
ketentuan tata bangunan subzona perikanan tangkap (IK-1);

ketentuan tata bangunan subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah (PL-
4); dan

ketentuan tata bangunan subzona pergudangan (PL-6).

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam
Tabel Ketentuan Tata Bangunan pada Lampiran VIII, yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Paragraf 1
Ketentuan Tata Bangunan Subzona Hutan Lindung
Pasal 90

Ketentuan tata bangunan subzona hutan lindung (HL), sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a, meliputi tidak ada bangunan yang diizinkan.

Paragraf 2
Ketentuan Tata Bangunan Subzona Sempadan Pantai
Pasal 91

Ketentuan tata bangunan subzona sempadan pantai (SP), sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf b, meliputi tidak ada bangunan yang
diizinkan kecuali bangunan vital pengamanan pantai dan kegiatan perikanan.

Paragraf 3
Ketentuan Tata Bangunan Subzona Sempadan Sungai
Pasal 92

Ketentuan tata bangunan subzona sempadan sungai (SS), sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf c, meliputi tidak ada bangunan yang
diizinkan kecuali bangunan vital pengamanan pantai dan kegiatan perikanan.

Paragraf 4
Ketentuan Tata Bangunan Subzona Taman Kota
Pasal 93

Ketentuan tata bangunan subzona taman kota (RTH-2), sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 89 ayat (2) huruf d, meliputi tidak ada bangunan yang diizinkan
kecuali bangunan penunjang taman dengan tampilan dapat berupa taman
tematik.

Paragraf 5
Ketentuan Tata Bangunan Subzona Taman Kecamatan
Pasal 94

Ketentuan tata bangunan subzona taman kecamatan (RTH-3), sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf e, meliputi tidak ada bangunan yang
diizinkan kecuali bangunan penunjang taman dengan tampilan dapat berupa
taman tematik.
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Paragraf 6
Ketentuan Tata Bangunan Subzona Taman Kelurahan
Pasal 95

Ketentuan tata bangunan subzona taman kelurahan (RTH-4), sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf f, meliputi tidak ada bangunan yang
diizinkan kecuali bangunan penunjang taman dengan tampilan dapat berupa
taman tematik.

Paragraf 7
Ketentuan Tata Bangunan Subzona Taman RW
Pasal 96

Ketentuan tata bangunan subzona taman RW (RTH-5), sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 89 ayat (2) huruf g, meliputi tidak ada bangunan yang diizinkan
kecuali bangunan penunjang taman dengan tampilan dapat berupa taman
tematik.

Paragraf 8
Ketentuan Tata Bangunan Subzona Taman RT
Pasal 97

Ketentuan tata bangunan subzona taman RT (RTH-6), sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 89 ayat (2) huruf h , meliputi tidak ada bangunan yang diizinkan
kecuali bangunan penunjang taman dengan tampilan dapat berupa taman
tematik.

Paragraf 9
Ketentuan Tata Bangunan Subzona Pemakaman
Pasal 98

Ketentuan tata bangunan subzona pemakaman (RTH-7), sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf i, meliputi tidak ada bangunan yang
diizinkan kecuali bangunan penunjang kegiatan pemakaman.

Paragraf 10
Ketentuan Tata Bangunan Subzona Ekosistem Mangrove
Pasal 99

Ketentuan tata bangunan subzona ekosistem mangrove (EM), sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf j, meliputi tidak ada bangunan yang
diizinkan kecuali bangunan penunjang wisata alam dengan konsep green
infrastructure.
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Paragraf 11
Ketentuan Tata Bangunan Subzona Penyangga
Pasal 100

Ketentuan tata bangunan subzona penyangga (PE), sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 89 ayat (2) huruf k, meliputi tidak ada bangunan yang diizinkan

kecuali bangunan vital pendukung kegiatan penyangga pada sempadan rel
kereta api.

Paragraf 12

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona Rumah Kepadatan Tinggi

Pasal 101

Ketentuan tata bangunan subzona rumah kepadatan tinggi (R-2), sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf a, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :

1. jalan arteri maksimal 40 (empat puluh) meter atau setara 8 (delapan)
lantai;

2. jalan kolektor maksimal 20 (dua puluh) lantai atau setara 4 (empat)
lantai; dan

3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua)
lantai.

b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
2. jalan kolektor minimal 6 (enam) meter; dan
3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.
c. jarak bebas antar bangunan minimal 5,5 (lima koma lima) meter; dan

d. luas minimal kaveling antara 60 (enam puluh) sampai dengan 75 (tujuh
puluh lima) meter persegi.

Paragraf 13

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona Rumah Kepadatan Sedang

Pasal 102
Ketentuan tata bangunan subzona rumah kepadatan sedang (R-3), sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf b, meliputi :
a) Ketinggian Bangunan (TB) di :
1. jalan arteri maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai;

2. jalan kolektor maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai;
dan
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3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua)
lantai.

b) Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
2. jalan kolektor minimal 6 (enam) meter; dan
3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.
c) jarak bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter; dan

d) luas minimal kaveling antara 75 (tujuh puluh lima) sampai dengan 120
(seratus dua puluh) meter persegi.

Paragraf 14

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona Rumah Kepadatan Rendah

Pasal 103

Ketentuan tata bangunan subzona rumah kepadatan rendah (R-4), sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf ¢, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
1. jalan arteri maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai;

2. jalan kolektor maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai;
dan

3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua)
lantai.

b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
2. jalan kolektor minimal 6 (enam) meter; dan
3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.
c. jarak bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter; dan

d. luas minimal kaveling lebih dari 120 (seratus dua puluh) meter persegi.

Paragraf 15

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota

Pasal 104

Ketentuan tata bangunan subzona perdagangan dan jasa skala kota (K-1),
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf d, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :

1. jalan arteri maksimal 40 (empat puluh) meter atau setara 8 (delapan)
lantai; dan
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2. jalan kolektor maksimal 30 (tiga puluh) lantai atau setara 6 (enam) lantai.
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :

1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;

2. jalan kolektor minimal 6 (enam) meter; dan

3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.

c. Jarak bebas antar bangunan minimal 7 (tujuh) meter.

Paragraf 16

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona Perdagangan dan Jasa Skala BWP

Pasal 105

Ketentuan tata bangunan subzona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2),
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf e, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
1. jalan arteri maksimal 20 (dua puluh) meter atau setara 4 (empat) lantai;

2. jalan kolektor maksimal 20 (dua puluh) meter atau setara 4 (empat)
lantai; dan

3. jalan lokal/lingkungan maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3
(tiga) lantai.

b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di:
1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
2. jalan kolektor minimal 6 (enam) meter; dan
3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.

c. Jarak bebas antar bangunan minimal 5 (lima) meter.

Paragraf 17

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP

Pasal 106

Ketentuan tata bangunan subzona perdagangan dan jasa skala Sub BWP (K-3),
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf f, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
1. jalan arteri maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;

2. jalan kolektor maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai;
dan

3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua)
lantai.

b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
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1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
2. jalan kolektor minimal 6 (enam) meter; dan
3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.

c. Jarak bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Paragraf 18

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona Perkantoran

Pasal 107

Ketentuan tata bangunan subzona perkantoran (KT), sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 89 ayat (3) huruf g, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
1. jalan arteri maksimal 20 (dua puluh) meter atau setara 4 (empat) lantai;

2. jalan kolektor maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai;
dan

3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua)
lantai.

b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
2. jalan kolektor minimal 6 (enam) meter; dan
3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.

c. Jarak bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Paragraf 19

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona SPU Pendidikan Skala Kota

Pasal 108

Ketentuan tata bangunan subzona SPU pendidikan skala kota (SPU-1.1),
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf h, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
1. jalan arteri maksimal 20 (dua puluh) meter atau setara 4 (empat) lantai;

2. jalan kolektor maksimal 20 (dua puluh) meter atau setara 4 (empat)
lantai; dan

3. jalan lokal/lingkungan maksimal 20 (dua puluh) meter atau setara 4
(empat) lantai.

b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;

2. jalan kolektor minimal 6 (enam) meter; dan
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3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.

c. Jarak bebas antar bangunan minimal 5,5 (lima koma lima) meter.

Paragraf 20

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona SPU Transportasi Skala Kota

Pasal 109

Ketentuan tata bangunan subzona SPU transportasi skala kota (SPU-1.2),
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf i, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
1. jalan arteri maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai; dan
2. jalan kolektor maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai.
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
2. jalan kolektor minimal 6 (enam) meter; dan
3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.

c. Jarak bebas antar bangunan minimal 6 (enam) meter.

Paragraf 21

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona SPU Kesehatan Skala Kota

Pasal 110

Ketentuan tata bangunan subzona SPU kesehatan skala kota (SPU-1.3),
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf j, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
1. jalan arteri maksimal 20 (dua puluh) meter atau setara 4 (empat) lantai;

2. jalan kolektor maksimal 20 (dua puluh) meter atau setara 4 (empat)
lantai; dan

3. jalan lokal/lingkungan maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3
(tiga) lantai.

b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
2. jalan kolektor minimal 6 (enam) meter; dan
3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.

c. Jarak bebas antar bangunan minimal 5 (lima) meter.
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Paragraf 22

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona SPU Olahraga Skala Kota

Pasal 111

Ketentuan tata bangunan subzona SPU olahraga skala kota (SPU-1.4),
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf k, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
1. jalan arteri maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;

2. jalan kolektor maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;
dan

3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua)
lantai.

b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
2. jalan kolektor minimal 6 (enam) meter; dan
3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.

c. Jarak bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Paragraf 23

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona SPU Peribadatan Skala Kota

Pasal 112

Ketentuan tata bangunan subzona SPU peribadatan skala kota (SPU-1.5),
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf 1, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
1. jalan arteri maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;

2. jalan kolektor maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;
dan

3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua)
lantai.

b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
2. jalan kolektor minimal 6 (enam) meter; dan
3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.

c. Jarak bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.
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Paragraf 24

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona SPU Sosial Budaya Skala Kota

Pasal 113

Ketentuan tata bangunan subzona SPU sosial budaya skala kota (SPU-1.6),
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf m, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
1. jalan arteri maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;

2. jalan kolektor maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;
dan

3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua)
lantai.

b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter; dan
3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.

c. Jarak bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Paragraf 25

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona SPU Pendidikan Skala Kecamatan

Pasal 114

Ketentuan tata bangunan subzona SPU pendidikan skala kecamatan (SPU-2.1),
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf n, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
1. jalan arteri maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;

2. jalan kolektor maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;
dan

3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua)
lantai.

b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter; dan
3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.

c. Jarak bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.
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Paragraf 26

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona SPU Kesehatan Skala Kecamatan

Pasal 115

Ketentuan tata bangunan subzona SPU kesehatan skala kecamatan (SPU-2.3),
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf o, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
1. jalan arteri maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;

2. jalan kolektor maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;
dan

3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua)
lantai.

b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter; dan
3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.

c. Jarak bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Paragraf 27

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona SPU Peribadatan Skala Kecamatan

Pasal 116

Ketentuan tata bangunan subzona SPU peribadatan skala kecamatan (SPU-2.5),
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf p, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
1. jalan arteri maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;

2. jalan kolektor maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;
dan

3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua)
lantai.

b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter; dan
3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.

c. Jarak bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.
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Paragraf 28

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona SPU Pendidikan Skala Kelurahan

Pasal 117

Ketentuan tata bangunan subzona SPU pendidikan skala kelurahan (SPU-3.1),
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf q, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
1. jalan arteri maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;

2. jalan kolektor maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;
dan

3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua)
lantai.

b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter; dan
3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.

c. Jarak bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Paragraf 29

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona SPU Kesehatan Skala Kelurahan

Pasal 118

Ketentuan tata bangunan subzona SPU kesehatan skala kelurahan (SPU-3.3),
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf r, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
1. jalan arteri maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai;

2. jalan kolektor maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai;
dan

3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua)
lantai.

b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter; dan
3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.

c. Jarak Bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.
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Paragraf 30

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona SPU Olahraga Skala Kelurahan

Pasal 119

Ketentuan tata bangunan subzona SPU olahraga skala kelurahan (SPU-3.4),
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf s, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
1. jalan arteri maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;

2. jalan kolektor maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;
dan

3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua)
lantai.

b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter; dan
3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.

c. Jarak Bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Paragraf 31

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona SPU Pendidikan Skala RW

Pasal 120

Ketentuan tata bangunan subzona SPU pendidikan skala RW (SPU-4.1),
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf t, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
1. jalan arteri maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;

2. jalan kolektor maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;
dan

3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua)
lantai.

b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter; dan
3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.

c. Jarak Bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

84



Paragraf 32

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona SPU Peribadatan Skala RW

Pasal 121

Ketentuan tata bangunan subzona SPU peribadatan skala RW (SPU-4.5),
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf u, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
1. jalan arteri maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;

2. jalan kolektor maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;
dan

3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua)
lantai.

b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter; dan
3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.

c. Jarak Bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Paragraf 33

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 122

Ketentuan tata bangunan subzona kawasan peruntukan industri (KPI),
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf v, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
1. jalan arteri maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;

2. jalan kolektor maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;
dan

3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua)
lantai.

b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter; dan
3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.

c. Jarak Bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.
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Paragraf 34

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona Sentra Industri Kecil dan Menengah

Pasal 123

Ketentuan tata bangunan subzona sentra industri kecil dan menengah (SIKM),
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf w, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
1. jalan arteri maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;

2. jalan kolektor maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;
dan

3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua)
lantai.

b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter; dan
3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.

c. Jarak Bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Paragraf 35

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona Tanaman Pangan

Pasal 124

Ketentuan tata bangunan subzona tanaman pangan (P-1), sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf x, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
1. jalan arteri maksimal 5 (lima) meter atau setara 1 (satu) lantai;
2. jalan kolektor maksimal 5 (lima) meter atau setara 1 (satu) lantai; dan

3. jalan lokal/lingkungan maksimal 5 (lima) meter atau setara 1 (satu)
lantai.

b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter; dan
3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.

c. Jarak Bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.
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Paragraf 36

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona Perkebunan

Pasal 125
Ketentuan tata bangunan subzona perkebunan (P-3), sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 89 ayat (3) huruf y, meliputi :
a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
1. jalan arteri maksimal 5 (lima) meter atau setara 1 (satu) lantai;
2. jalan kolektor maksimal 5 (lima) meter atau setara 1 (satu) lantai; dan

3. jalan lokal/lingkungan maksimal 5 (lima) meter atau setara 1 (satu)
lantai.

b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter; dan
3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.

c. Jarak Bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Paragraf 37

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona Transportasi

Pasal 126
Ketentuan tata bangunan subzona transportasi (TR), sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 89 ayat (3) huruf z, meliputi :
a. Ketinggian Bangunan (TB) di :

1. jalan arteri maksimal 40 (empat puluh) meter atau setara 8 (delapan)
lantai; dan

2. jalan kolektor maksimal 40 (empat puluh) meter atau setara 8 (delapan)
lantai.

b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter; dan
2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter.

c. Jarak Bebas antar bangunan minimal 7,5 (tujuh koma lima) meter.
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Paragraf 38

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona Pertambangan

Pasal 127

Ketentuan tata bangunan subzona pertambangan (T), sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 89 ayat (3) huruf aa, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
1. jalan arteri maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai; dan
2. jalan kolektor maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai.
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter; dan
2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter.

c. Jarak Bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Paragraf 39

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona Perikanan Tangkap

Pasal 128

Ketentuan tata bangunan subzona perikanan tangkap (IK-1), sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf ab, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
1. jalan arteri maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;

2. jalan kolektor maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;
dan

3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua)
lantai.

b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter;
2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter; dan
3. jalan lokal/lingkungan minimal 6 (enam) meter.

c. Jarak Bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

88



Paragraf 40

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah

Pasal 129

Ketentuan tata bangunan subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah (PL-4),
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf ac, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
1. jalan arteri maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai; dan
2. jalan kolektor maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua) lantai.
b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter; dan
2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter.

c. Jarak Bebas antar bangunan minimal 4,6 (empat koma enam) meter.

Paragraf 41

Ketentuan Tata Bangunan
Subzona Pergudangan

Pasal 130

Ketentuan tata bangunan subzona pergudangan (PL-6), sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 89 ayat (3) huruf ad, meliputi :

a. Ketinggian Bangunan (TB) di :
1. jalan arteri maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;

2. jalan kolektor maksimal 15 (lima belas) meter atau setara 3 (tiga) lantai;
dan

3. jalan lokal/lingkungan maksimal 10 (sepuluh) meter atau setara 2 (dua)
lantai.

b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di :
1. jalan arteri minimal 15 (lima belas) meter; dan
2. jalan kolektor minimal 8 (delapan) meter.

c. Jarak Bebas antar bangunan minimal 4,5 (empat koma lima) meter.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Pasal 131

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
42 huruf d, terdiri atas :

a. ketentuan prasarana dan sarana minimal zona perumahan;
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b. ketentuan prasarana dan sarana minimal zona perkantoran;
c. ketentuan prasarana dan sarana minimal zona industri; dan

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal zona perdagangan dan jasa.

Paragraf 1

Ketentuan Prasarana dan Sarana
Minimal Zona Perumahan

Pasal 132
Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada zona perumahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 131 huruf a, terdiri atas :

a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar minimal 1,5 (satu koma
lima) meter dilengkapi dengan lampu penerangan;

b. ruang terbuka hijau berupa taman minimal skala RW/dusun;
c. jaringan utilitas terdiri atas :
1. sistem jaringan jalan minimal 4 (empat) meter dengan perkerasan;

2. jaringan air bersih dengan atau sumber air bersih lainnya dapat berupa
sumur bor/gali;

3. jaringan listrik untuk melayani rumah minimal 900 (sembilan ratus)
watt;

4. Memiliki sistem sanitasi individual atau komunal dan sistem jaringan
drainase; dan

5. memiliki sistem pengelolaan persampahan.
d. pembangunan fasilitas terdiri atas :
1. fasilitas kesehatan minimal berupa pustu (skala desa);

2. fasilitas Pendidikan meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar

(SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas
(SMA); dan

3. fasilitas Peribadatan meliputi mushola dan mas;jid.

Paragraf 2

Ketentuan Prasarana dan Sarana
Minimal Zona Perkantoran

Pasal 133
Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada zona perkantoran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 131 huruf b, terdiri atas :

a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1,5 (satu koma lima)
meter dilengkapi dengan lampu penerangan;

b. jaringan utilitas terdiri atas :

1. sistem jaringan jalan minimal 6 (enam) meter dengan perkerasan,;
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2. jaringan air bersih dengan sistem perpipaan;
3. jaringan listrik untuk menunjang kegiatan perdagangan dan jasa;

4. memiliki sistem sanitasi individual atau komunal dan sistem jaringan
drainase; dan

5. memiliki sistem pengelolaan persampahan.
c. pembangunan fasilitas terdiri atas :

1. fasilitas fotocopy;

2. fasilitas parkir dengan sistem on site; dan

3. fasilitas peribadatan minimal berupa mushola.

Paragraf 3

Ketentuan Prasarana dan Sarana
Minimal Zona Industri

Pasal 134
Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada zona industri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 131 huruf c terdiri atas :

a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar minimal 1,5 (satu koma
lima) meter yang dilengkapi dengan lampu penerangan;

b. ruang terbuka hijau berupa taman minimal skala RW/dusun; dan
c. jaringan utilitas terdiri atas:
1. sistem jaringan jalan minimal 8 (delapan) meter dengan perkerasan;

2. jaringan air minum dengan atau sumber air lainnya bersumber dari air
permukaan yang dikelola oleh pemerintah atau swasta,;

jaringan listrik minimal dilayani Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);

memiliki sistem instalasi pengolahan air minum,;

a kW

memiliki sistem instalasi pengolahan limbah setempat; dan
6. memiliki sistem pengelolaan persampahan.

d. pembangunan fasilitas terdiri atas :
1. fasilitas parkir umum;
2. fasilitas sistem pemdam kebakaran; dan

3. fasilitas peribadatan minimal berupa mushola.

Paragraf 4

Ketentuan Prasarana dan Sarana
Minimal Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 135

Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada zona perdagangan dan jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf d terdiri atas :
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a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar minimal 2 (dua) meter
yang dilengkapi dengan lampu penerangan;

b. jaringan utilitas terdiri atas :
1. sistem jaringan jalan minimal 6 (enam) meter dengan perkerasan;
2. jaringan air bersih dengan sistem perpipaan;
3. jaringan listrik untuk menunjang kegiatan perkantoran;
4

. memiliki sistem sanitasi individual atau komunal dan sistem jaringan
drainase; dan

5. memiliki sistem pengelolaan persampahan.
c. pembangunan fasilitas terdiri atas :

1. fasilitas fotocopy;

2. fasilitas parkir dengan sistem on site; dan

3. fasilitas peribadatan minimal berupa mushola

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus
Pasal 136

(1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e terdiri
atas :

a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); dan
b. Tempat Evakuasi Bencana.

(2) Peta ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Pasal 137

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 136 ayat (1) huruf a berlaku ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang
sebagai berikut :

a. penetapan Lahan Pertanian Pangan  Berkelanjutan berdasarkan
rekomendasi penetapan luas lahan baku sawah nasional dan luas lahan
sawah yang dilindungi;

b. alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilakukan terbatas
pada kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

92



c. selain kepentingan umum alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat juga dilakukan pengadaan
tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-
undang; dan

d. setiap orang yang melakukan alih fungsi tanah Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan selain untuk kepentingan umum wajib mengembalikan
keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula.

Paragraf 2
Ketentuan Khusus Lahan Tempat Evakuasi Bencana
Pasal 138

Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1)
huruf b berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. ketentuan kegiatan terdiri atas diizinkan mendirikan shelter secara terbatas
waktu dan non permanen sesuai kondisi/waktu rehabilitas bencana; dan

b. ketentuan prasarana minimum terdiri atas:

1.

penyediaan sistem hidran/kran air bersih;

2. penyediaan instalasi listrik;
3.
4

. memiliki akses jalan.

penyediaan informasi jalur evakuasi dan titik kumpul; dan

Bagian Ketujuh
Standar Teknis
Pasal 139

Standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f yang digunakan
oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PZ mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Ketentuan Pelaksanaan
Pasal 140

Ketentuan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g,
meliputi :

a. ketentuan insentif;

b. ketentuan disinsentif; dan

c. ketentuan sanksi.
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Paragraf 1
Ketentuan Insentif
Pasal 141

Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana
struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan peraturan zonasi yang
diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pemberian insentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan
oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), terdiri atas :

a. penyediaan prasarana dan sarana perkotaan;
b. penyediaan prasarana pertanian dan irigasi,
c. percepatan sertifikasi tanah; dan

d. penghargaan.

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi
berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan
Peraturan Bupati terpisah.

Paragraf 2
Ketentuan Disinsentif
Pasal 142

Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah,
dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam
Peraturan Bupati ini.

Pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten
dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2), berupa kewajiban membayar kompensasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur
dengan Peraturan Bupati terpisah.

Paragraf 3
Ketentuan Sanksi
Pasal 143

(1) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf c

merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi
administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
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pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang
dan rencana pola ruang;

pelanggaran terhadap ketentuan peraturan zonasi,

pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan
berdasarkan RDTR;

pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang
diterbitkan berdasarkan RDTR,;

pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin
pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTR,;

pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang
oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
dan

pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang
tidak benar.

Pasal 144

(1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2)
huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi
administratif berupa :

=

B0t a0 TP

peringatan tertulis;

penghentian sementara kegiatan;
penghentian sementara pelayanan umum;
penutupan lokasi;

pencabutan izin;

pembatalan izin;

pembongkaran bangunan;

pemulihan fungsi ruang; dan/atau

denda administratif.

(2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat 143 (2)
huruf ¢ dikenakan sanksi administratif berupa :

a.
b
c.
d

€.

f.

g.

peringatan tertulis;

penghentian sementara kegiatan;
penghentian sementara pelayanan umum;
penutupan lokasi;

pembongkaran bangunan;

pemulihan fungsi ruang; dan/atau

denda administratif.

(3) Ketentuan sanksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati terpisah.
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Bagian Kesembilan

Ketentuan Perizinan
Pasal 145

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf h
merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin
pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang
ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

(2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai
dengan kewenangannya.

(3) Tata Cara pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati terpisah.

Bagian Kesepuluh
Teknik Pengaturan Zonasi
Pasal 146

(1) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada 41 ayat (2) huruf b
yaitu bonus zoning.

(2) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 147

(1) Bonus zoning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) adalah teknik
pengaturan zonasi yang memberikan izin kepada pengembang untuk
meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang melebihi aturan dasar dengan
imbalan (kompensasi) pengembang tersebut harus menyediakan sarana
publik tertentu, misalnya RTH, terowongan penyeberangan, dan sebagainya.

(2) Bonus zoning di Kota Baru Patimban bertujuan untuk meningkatkan area
ruang publik dan/atau ruang terbuka hijau publik serta meningkatkan
estetika kawasan.

(3) Bonus zoning di Kota Baru Patimban ditetapkan dengan ketentuan berupa
peningkatan Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

(4) Bonus zoning di Kota Baru Patimban ditetapkan dengan kompensasi
penyediaan fasilitas publik yang berupa :

a. penyediaan/pembangunan RTH Publik;
b. penyediaan/pembangunan prasarana jalan; dan
c. penyediaan/pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

(5) Bonus zoning di Kota Baru Patimban ditetapkan di Sub BWP A di blok A.9;
dan
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(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan teknik pengaturan
zonasi diatur dengan Peraturan Bupati terpisah.

BAB X
KELEMBAGAAN
Pasal 148

(1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah,
dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

(2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan
Bupati.

BAB XI

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 149

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak :
a. mengetahui rencana tata ruang;
b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;

c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat
pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata
ruang;

d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;

e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang
tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan

f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang
izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata
ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 150

Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib :
a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat
yang berwenang;
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(1)

mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan
ruang; dan

memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 151

Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 150 dilaksanakan dengan mematuhi dan
menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan
ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara

turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor
daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur
pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi,
selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 152

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain
melalui :

a.
b.

C.

partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan

partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 153

Bentuk peran masyarakat pada tahap penyusunan rencana tata ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf a, dapat berupa :

a.

memberikan masukan mengenai :

1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;

penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;

perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau

a kLN

penetapan rencana tata ruang.

melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau
sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
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Pasal 154

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 152 huruf b, dapat berupa :

a.

b.

masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;

kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur
masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan
rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang
darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan
memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara
dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya
alam; dan

kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 155

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 152 huruf c dapat berupa :

a.

b.

masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian
insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;

keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;

pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan,;

d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal

menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan
ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan

pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap
pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 156

(1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara

langsung dan/atau tertulis.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan

kepada bupati.

(3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat

disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
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Pasal 157

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah
membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat
diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 158

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 159

(1) Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang Kota Baru Patimban adalah 20
(dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima)
tahun.

(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana
alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang
ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Detail Tata
Ruang Kota Baru Patimban dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali
dalam 5 (lima) tahun.

(3) Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Baru Patimban
Tahun 2020-2040 dilengkapi dengan Album Peta yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 160

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan
ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa
berlakunya;

b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan
ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan :

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut
disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan
penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-
undangan; dan
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3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak
memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan
berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin yang telah diterbitkan dapat
dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat
pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa .izin dan
bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan

disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan

d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketetentuan Peraturan Bupati ini,
agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 161

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 10 Juni 2021

BUPATI SUBANG,
ttd
RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 10 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,
ttd
ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya

<Y PPembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680416 200212 1 003
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